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ABSTRAK 
Pemerintah pusat memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah 

daerah guna mengelola daerah pimpinannya sendiri dengan semaksimal mungkin. 

Hal tersebut diarahkan guna tercapainya kesejahteraan masyarakat yang adil dan 

merata. Dalam hal ini anggaran belanja daerah merupakan rencana yang dibuat oleh 

pemerintah daerah guna tercapainya tujuan organisasi pemerintah daerah. Belanja 

daerah merupakan anggaran pengeluaran daerah yang dipengaruhi oleh penerimaan 

daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan jumlah penduduk 

terhadap belanja daerah. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kuantitatif, dengan 

populasi yang berasal dari Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-

2022 sejumlah 35 Kabupaten/Kota dengan menggunakan metode purposive 

sampling. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa Laporan Realisasi 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang akses melalui laman resmi 

djpk.kemenkeu.go.id. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis statistik 

deskriptif, uji asumsi klasik, uji analisis regresi linear berganda, dan uji hipotesis. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Penerimaan retribusi daerah 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja daerah. Jumlah penduduk 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. 

 

Kata Kunci: Belanja Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Jumlah 

Penduduk 
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ABSTRACT 
The central government gives regional governments full authority to 

manage their regions as optimally as possible. This is aimed at achieving just and 

equitable social welfare. In this case, the regional budget is a plan made by the 

regional government to achieve the objectives of the regional government 

organization. Regional expenditure is a regional budget influenced by regional 

revenues from the regional taxes and regional levies sector. The study aims to 

analyze the impact of local taxes, local remuneration, and population on local 

spending. 

The method used in this research is quantitative, with a population 

originating from 35 regencies/cities in Central Java Province in 2018-2022 using a 

purposive sampling method. This research uses secondary data in the form of 

Regional Revenue and Expenditure Budget Realization Reports (APBD) which can 

be accessed via the official website djpk.kemenkeu.go.id. The analysis techniques 

used are descriptive statistical analysis, classical assumption tests, multiple linear 

regression analysis tests, and hypothesis testing. 

The research results show that regional tax revenues positively and 

significantly affect regional spending. Receipt of regional levies has a negative and 

insignificant effect on regional spending. Population size has a positive and 

significant effect on regional spending. 
 

Keywords: Regional Expenditures, Regional Taxes, Regional Levies, 

Population  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pemerintah daerah melakukan penyusunan anggaran yang 

selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan dalam menjalankan berbagai 

macam aktivitas daerahnya. Anggaran tersebut dapat disebut dengan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), segala pengeluaran 

ataupun penerimaan daerah dalam bentuk apapun untuk tahun yang 

bersangkutan harus masuk ke dalam APBD. Setiap Kabupaten/Kota dalam 

Provinsi Jawa Tengah diberikan wewenang untuk merencanakan, mengatur, 

dan mengelola sumber pendapatan dari daerahnya tersebut untuk 

keberlangsungan, kesejahteraan serta kemajuan dari daerah masing-masing, 

sehingga potensi sumber daya yang ada dapat dimaksimalkan dalam 

pemanfaatan serta pengelolaannya (Rambe et al., 2022).  

Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Tengah menurut data yang 

bersumber dari djpk.kemenkeu.go.id ditemukan bahwa rata-rata penerimaan 

belanja daerah pada tiap Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Tengah 

mengalami fluktuasi, yang mana pada tahun 2020 mengalami penurunan 

sementara pada tahun 2021 sudah meningkat kembali. Disamping itu 

terdapat Kabupaten/Kota yang mengalami tren penurunan belanja daerah 

yang mana pada 2020 penurunan yang berhasil naik lagi pada tahun 2021 

namun kembali turun pada tahun 2022.1 Fluktuasi dan penurunan yang 

terjadi dapat disebabkan dari beberapa faktor yang diantaranya bersumber 

dari pendapatan asli daerah yang didalamnya terdapat pajak daerah serta 

retribusi daerah, selain itu jumlah penduduk juga dapat mempengaruhi. 

Sebab bayi baru lahirpun sudah mendapatkan fasilitas kesehatan guna 

memantau perkembangannya. 

Pajak daerah menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 didefinisikan 

sebagai iuran wajib yang diberikan kepada daerah yang terutang oleh 

perorangan atau badan yang bersifat wajib sesuai Undang – Undang dengan 

 
1 Data selengkapnya disajikan dalam lampiran 
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imbalan yang didapatkan tidak secara langsung yang digunakan untuk 

keperluan daerahnya dengan memaksimalkan kemakmuran atau 

kesejahteraan rakyat. Selain berperan sebagai sumber pendapatan daerah, 

pajak daerah juga berperan sebagai alat pengatur.  

Pajak daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah menurut 

data yang bersumber dari djpk.kemenkeu.go.id mengalami tren fluktuasi 

yang mana terdapat juga Kabupaten yang mengalami tren penurunan. 

Penurunan yang terdapat pada beberapa Kabupaten terjadi pada tahun 2020 

yang berlanjut hingga tahun 2022. Sementara itu pada Kabupaten/Kota yang 

mengalami fluktuasi terjadi penurunan pada tahun 2020 dan kembali 

meningkat pada tahun 2021.2 

Retribusi daerah, salah satu komponen yang ada dalam pendapatan 

asli daerah didefinisikan sebagai pungutan yang ditarik oleh daerah sebagai 

pembayaran atas jasa ataupun pemberian ijin tertentu yang secara khusus 

pemerintah daerah sediakan atau berikan kepada masyarakat guna 

kepentingan orang pribadi atau badan menurut Undang-Undang No. 34 

Tahun 2000. Retribusi daerah dari masing-masing Kabupaten/Kota dapat 

dilihat pada bagian pendapatan asli daerah dalam laporan realisasi APBD. 

Retribusi daerah dibagi menjadi tiga, retribusi jasa umum, retribusi jasa 

usaha, dan retribusi perijinan tertentu (Jateng, 2022). 

Retribusi daerah tidak jauh berbeda dengan penerimaan pajak 

daerah, yang mana tren penurunan dan fluktuasi juga terjadi. 

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah rata-rata mengalami fluktuasi 

dimana pada tahun 2020 terjadi penurunan dan kembali bangkit pada tahun 

2021. Sementara penurunan penerimaan retribusi daerah yang terdapat di 

beberapa Kabupaten terjadi pada tahun 2020 yang terus menurun hingga 

tahun 2022.3 

Selain kedua faktor tersebut jumlah penduduk juga dapat dijadikan 

sebagai tolak ukur terhadap belanja daerah. Devita et al (2014) berpendapat 

jika jumlah penduduk semakin bertambah maka seharusnya penerimaan 

 
2 Data selengkapnya disajikan dalam lampiran 
3 Data selengkapnya disajikan dalam lampiran 
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daerah juga seharusnya bertambah yang kemudian akan digunakan untuk 

pengeluaran daerah dalam bentuk belanja daerah. Belanja daerah diperlukan 

guna keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran daerah, sebab jika 

penerimaan yang didapat daerah banyak tetapi pengeluarannya sedikit dan 

kemajuan dari daerah tidak ada maka hal tersebut perlu dipertanyakan. 

Anggaran yang ada perlu dialokasikan sebaik dan sebijak mungkin dengan 

mengalokasikannya menjadi belanja daerah yang produktif.  

Jumlah penduduk berdasarkan data yang bersumber dari 

jateng.bps.go.id ditemukan bahwa rata-rata jumlah penduduk 

Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Tengah terjadi peningkatan yang 

cukup drastis. Peningkatan tersebut terjadi pada tahun 2020 yang 

disebabkan oleh banyaknya tingkat kelahiran pada tiap daerah. Namun 

terdapat pula beberapa Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan pada 

tahun 2020 yang disebabkan oleh banyaknya warga pada daerah tersebut 

yang meninggal. 4 

Berdasarkan dengan faktor yang sudah dijelaskan sebelumnya, telah 

dilakukan penelitian mengenai pendapatan asli daerah terhadap belanja 

daerah sebagaimana dalam penelitiannya Devita et al (2014) mendapatkan 

hasil bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini terlihat bahwa setiap kenaikan 

pendapatan asli daerah maka nominal anggaran belanja daerah juga akan 

akan meningkat, begitu pula sebaliknya. Sementara dalam penelitian Sanusi 

& Yusuf (2018) menunjukkan pendapatan asli daerah berpengaruh negatif 

dan tidak signifikan terhadap belanja daerah. Hal tersebut dapat 

diindikasikan bahwa tinggi rendahnya pendapatan asli daerah tidak 

berpengaruh terhadap belanja daerah.  

Penelitian Dahliah (2022) juga mendapatkan hasil bahwa 

pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja 

daerah. Hal yang sama juga diteliti oleh Setiyawan et al (2019) 

menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan 

signifikan dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan asli 
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daerah akan berpengaruh terhadap kenaikan anggaran belanja daerah juga. 

Sementara dalam penelitian Safa’ah et al (2021) menunjukkan bahwa 

variabel pendapatan asli daerah berpengaruh secara positif dan tidak 

signifikan terhadap belanja daerah. Hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan 

bahwa tinggi rendahnya penerimaaan pendapatan asli daerah tidak akan 

berpengaruh terhadap pengeluaran belanja daerah.  

Dengan adanya perbedaan antara penelitian terdahulu maka penulis 

tertarik untuk melakukan pengujian mengenai tren penurunan dan fluktuatif 

pada anggaran belanja daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. 

Hal ini bertujuan untuk menambah pengetahuan dengan mengembangkan 

variabel pendapatan asli daerah menjadi variabel pajak daerah dan variabel 

retribusi daerah serta dilengkapi dengan jumlah penduduk sebagai variabel 

independen dengan menggunakan data dan laporan tahunan realisasi APBD 

tahun 2018-2022 pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Sehingga 

penulis mengajukan judul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, 

dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah pada 

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022” 

1.2 Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang yang ada maka peneliti akan mengkaji 

secara empiris: 

1. Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap belanja daerah 

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah ? 

2. Apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja daerah 

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah ? 

3. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap belanja daerah 

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan rumusan masalah yang ada, penelitian ini dilakukakan 

penulis dengan tujuan: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pajak daerah terhadap 

belanja daerah. 
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2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh retribusi daerah terhadap 

belanja daerah. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jumlah penduduk 

terhadap belanja daerah. 

1.4 Manfaat Penelitian 

A. Manfaat Teoritis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan 

akuntansi khususnya mengenai pajak daerah, retribusi daerah, dan 

jumlah penduduk terhadap belanja daerah pada mahasiswa 

Akuntansi UIN Walisongo Semarang. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan mengenai pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, 

dan jumlah penduduk terhadap belanja daerah. 

B. Manfaat Praktis 

1. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan 

pengetahuan tentang pengaruh penerimaan pajak daerah dan 

retribusi daerah serta jumlah penduduk terhadap belanja daerah. 

2. Bagi dosen, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

tambahan referensi di bidang perpajakan. 

3. Bagi pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah, penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan wawasan serta dapat 

menjadi tolak ukur dalam alternatif penyelesaian masalah yang 

mungkin saja terjadi. 

1.5  Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

  Bab ini membahas gambaran umum mengenai latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika 

penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

  Bab ini membahas tentang landasan teori, penelitian terdahulu, 

kerangka berfikir dan hipotesis penelitian. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
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  Bab ini membahas variabel penelitian, definisi operasional, 

penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan dan metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini membahas deskripsi objek penelitian, deskripsi statistik data 

dan hasil metode analisis data. 

BAB V PENUTUP 

  Bab ini membahas kesimpulan keterbatasan peneliti dan saran. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Peacock and Wiseman Theory  

  Peacock and Wiseman Theory merupakan teori yang 

menjelaskan perkembangan pengeluaran pemerintah yang terbaik 

sebab perkembangan pengeluaran pemerintah bukan bersifat 

berkelanjutan melainkan seperti tangga pada rumah yang mereka 

sebut dengan istilah “steplike”, teori ini dikenalkan oleh Peacock & 

Wiseman (1961b) yang menyatakan bahwa pemerintah berusaha 

untuk meningkatkan pengeluaran dengan cara meningkatkan 

penerimannya. Dalam hal ini pemerintah lebih memperhatikan 

penerimaan yang berasal dari sektor pajak, sementara masyarakat 

tidak suka membayar pajak yang besar. Teori Peacock dan Wiseman 

merupakan dasar teori pemungutan suara, yang mana masyarakat 

memiliki tingkat toleransi pajak dimana hal tersebut dianggap 

pemerintah bahwa masyarakat mampu memahami situasi 

pemerintah yang membutuhkan dana guna aktivitas pemerintah 

sehingga masyarakat bersedia untuk membayar tingkat pajak yang 

lebih tinggi dari sebelumnya. Hal tersebut menjadikan pemerintah 

tidak dapat semena-mena untuk menaikkan pungutan pajaknya. 

Dengan semakin tingginya penerimaan dari sektor pajak maka 

pengeluaran pemerintah juga akan semakin tinggi.  

Teori Peacock dan Wiseman ini juga mengemukakan 

penyebab dari peningkatan pengeluaran pemerintah yakni efek 

penggantian (displacement effect), adanya gangguan sosial yang 

membuat aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah. 

Penyelesaian gangguan ini tidak cukup jika hanya dibiayai dengan 

pajak saja sehingga pemerintah harus meminjam dana dari luar 

negeri. Apabila gangguan sudah dapat diselesaikan maka akan 

muncul kewajiban untuk membayar hutang serta bunganya. Hal 

tersebut menyebabkan pajak tidak dapat kembali menurun walaupun 
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gangguan sudah teratasi, sebab adanya kewajiban baru yang muncul. 

Kedua, efek inspeksi (inspection effect) atau dapat diartikan adanya 

aktivitas dari pemerintah yang keliatan setelah adanya perang. 

Ketiga, efek konsentrasi (concentration effect) atau gangguan sosial 

yang kedepannya akan menyebabkan terjadinya konsentrasi 

kegiatan yang dialihkan ke tangan pemerintah setelah sebelumnya 

dilaksanakan oleh swasta. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa 

apabila masyarakat tidak mau membayar pajak kepada pemerintah 

sebab pajak yang ditetapkan tinggi, maka pemerintah juga tidak akan 

dapat meningkatkan pengeluaran daerahnya walaupun pemerintah 

sangat ingin untuk meningkatkan pengeluaran daerahnya 

(Nahumuri, 2019). 

  Faktor-faktor yang menentukan perkembangan pengeluaran 

pemerintah menurut Soetrisno (1984) pengeluaran pemerintah pusat 

maupun daerah dikelompokkan menjadi dua yaitu 

pengeluaran/belanja rutin, yang digunakan untuk pemeliharaan 

daerahnya ataupun penyelenggaraan pemerintah sehari-hari. Belanja 

rutin sendiri terdiri dari belanja pemeliharaan, belanja pegawai, 

belanja perjalanan, dan belanja barang. Kedua, belanja 

pembangunan guna pembangunan fisik seperti jembatan, gedung, 

jalan, atupun pembangunan non fiisk spiritual seperti penataran atau 

trainning.  

  Hubungan Peacock and Wiseman Theory dapat dilihat 

dalam anggaran pengeluaran daerah yang disesuaikan dengan 

perubahan penerimaan atau pendapatan daerah. Penerimaan daerah 

pada penelitian ini dalam sektor pajak daerah dan retribusi daerah, 

yang mana kedua hal tersebut merupakan beberapa sektor yang 

terdapat dalam pendapatan asli daerah. Dengan demikian, semakin 

tingginya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, maka 

semakin tinggi pula pengeluaran daerahnya. Pengeluaran daerah 

digunakan untuk membiayai aktivitas pemerintah yang didalamnya 
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terdapat pula tujuan guna mensejahterakan masyarakat (Peacock & 

Wiseman, 1961a).  

  Indonesia yang mayoritas penduduknya memeluk agama 

Islam sudah selayaknya lebih mengedepankan prinsip dalam Islam 

yang memiliki tujuan besar untuk mencukupi kebutuhan hidup 

seluruh masyarakat dengan melawan ketidakadilan yang dilakukan 

pemerintah dengan masyarakat, serta mewujudkan pembangunan 

ekonomi yang berkelanjutan. Sebab itu, pemerintah daerah berhak 

untuk mengatur seluruh anggaran daerahnya. Prinsip syariah 

menjelaskan bahwa anggaran belanja sepatutnya digunakan untuk 

keperluan yang memang dijadikan prioritas, yakni kebutuhan pokok, 

aministrasi publik, dakwah, menegakkan hukum dan keadilan, amar 

ma’ruf nahii munkar, dan juga kepentingan sosial yang lain. Pada 

saat negara dijalankan sesuai dengan nilai-nilai keislaman yang ada, 

maka seluruh aktivitas yang dilakukan negara harus patuh terhadap 

ketetapan yang dikehenaki syariat (Huda, 2016).  

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S Al-Hasyr ayat 7, 

allah memberikan perintah kepada seluruh umat Islam agar dapat 

menyalurkan harta kekayaan (sumber daya) untuk orang-orang yang 

jauh lebih membutuhkan, sebagai berikut: 

سُوْلِ وَلِذِى الْقرُْبٰى   ِ وَلِلرَّ ه ُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اهَْلِ الْقرُٰى فََلِلِ مَآ افََاۤءَ اللّٰه

وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِِۙ كَيْ لََ يكَُوْنَ دُوْلَةً ۢ بَيْنَ الَْغَْنِيَاۤءِ 

َْۗ اِنَّ  سُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتهَُوْاۚ وَاتَّقوُا اللّٰه مِنْكُمْْۗ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّ

َ شَدِيْدُ الْعِقَابِ    اللّٰه

Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang 

dianugerahkan Allah untuk Rasul-Nya dari penduduk yang berasal 

dari beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), 

anak yatim, orang miskin, dan orang yang alam perjalanan. 

(Demikian) supaya harta itu tidak hanya beredar pada orang-orang 

kaya saja diantara kamu. Apa yang sudah diberikan Rasul 

kepadamu maka terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu maka 

harus tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya 

Allah sungguh sangat keras hukum-Nya. (Q.S Al-Hasyr ayat 7) 

Selain itu dalam hadis riwayat Muslim, Nabi bersabda: 
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ِِقَالِسَمِع تُِِ ارٍِحَدَّثنََاِشَدَّادُِب نُِعَب دِِاللََّّ رِمَةُِب نُِعَمَّ حَدَّثنََاِعِك 

ُِعَلَي هِِوَسَلَّمَِيَاِاب نَِآدمََِإِنَّكَِِ ِِصَلَّىِاللََّّ أبََاِأمَُامَةَِيَقُولُِقَالَِرَسُولُِاللََّّ

ِلَكَِوَلََِتلََُمُِعَلىَِكَفَافٍِِ هُِشَرٌّ سِك  ِتمُ  لَِخَي رٌِلَكَِوَإِن  ِال فَض  ِتبَ ذلُ  إِن 

ِال يَدِِالسُّف لىَ ِتعَُولُِوَال يَدُِال علُ يَاِخَي رٌِمِن  بِمَن   وَاب دأَِ 

Telah menceritakan kepada kami ‘Ikrimah bin ‘Ammar telah 

menceritakan kepada kami Syaddad bin ‘Abdullah berkata: Aku 

mendengar Abu Umamah berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi 

wa salam bersabda: “Hai anak cucu Adam, sesungguhnya bila kamu 

memberikan harta yang lebih itu maka lebih baik bagimu dan 

apabila kamu menahannya itu akan buruk bagimu, dan kamu tidak 

akan tercela apabila menggunakan harta dengan secukupnya saja, 

mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu terlebih dahulu 

dan tangan diatas itu lebih baik dari tangan dibawah.” (HR. 

Muslim, No. 1718) 

  Ayat dan hadist tersebut menjelaskan bahwa pendapatan 

atau penerimaan yang dimiliki seorang individu sudah seharusnya 

dibagikan juga untuk orang lain, dalam hal ini individu 

melaksanakan kewajibannya dengan membayar pajak daerah dan 

retribusi daerah guna meningkatkan penerimaan daerah sehingga, 

pengeluaran atau belanja daerah juga dapat meningkat. Selain itu, 

harta yang dimiliki juga tidak hanya berputar pada orang-orang kaya 

saja melainkan merata seluruh masyarakat dapat merasakannya juga 

(Aini, 2019).  

  Huda (2016) menyatakan bahwa harta kekayaan seorang 

inividu tidak boleh hanya berputar pada orang kaya saja, tetapi harus 

dapat terdistribusikan dengan baik kepada seluruh kalangan 

masyarakat agar tidak terdapat kesenjangan distribusi pendapatan. 

Sebagai upaya pendistribusian sumber daya, pemerintah daerah 

melakukannya melalui APBD yang mana di dalamnya terdapat 

anggaran belanja daerah. Dalam belanja daerah melalui 

pembangunan infrastruktur dapat dilakukan pemerintah daerah guna 

pendistribusian sumber daya. 
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2.1.2 Belanja Daerah 

  Halim (2002) mengutip dari IASC Framework meyimpulkan 

bahwa belanja daerah merupakan dalam satu periode akuntansi 

manfaat ekonomi akan mengalami penurunan dalam bentuk arus 

keluar, atau terdapatnya hutang yang menyebabkan ekuitas dana 

selain yang bersangkutan dengan distribusi kepada para ekuitas dana 

berkurang. Pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 mengeni 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia, disebutkan 

bahwa kewajiban bagi pemerintah daerah yang menyebabkan 

pengurangan nilai kekayaan bersih selama periode tahun anggaran 

terkait ialah belanja daerah. Sementara menurut Adi & Ekaristi 

(2009) belanja daerah sebenarnya merupakan fungsi dari 

penerimaan daerah. Belanja merupakan suatu variabel terikat yang 

jumlah besarannya amat bergantung pada sumber-sumber 

pembiayaan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa belanja daerah 

merupakan pengeluaran yang harus diakui dan ditanggung oleh 

pemerintah daerah dalam upaya pembiayaan berbagai program serta 

kegiatan yang telah dirancang dalam APBD, guna meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah secara 

transparan dan efisien.   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 mengenai Keuangan 

Daerah, dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 mengenai 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan lebih detail 

lagi mengenai tujuan dari belanja daerah, yang diklasifikasikan 

sebagai berikut. Pertama, pemerintah daerah menggambarkan 

kemampuan dari daerah yang bersangkutan dalam pemanfaatan 

sumber-sumber finansial serta materialnya. Kedua, mengupayakan 

kesempurnaan pada kegiatan yang sebelumnya sudah pernah 

dilakukan agar dapat lebih baik lagi hasilnya. Ketiga, penggunaan 

sumber-sumber penerimaan daerah sebagai landasan yuridiksi dan 

alat pembatasan keuangan yang dikeluarkan pemerintah daerah. 

Keempat, pembuatan keputusan alokasi pembayaran program dan 
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proyek yang akan atau sedang dilakukan menggunakan belanja 

daerah sebagai alat untuk menganalisis, menampung, dan 

mempertimbangkan (Amin, 2019). 

  Penyusunan anggaran yang dilakukan pemerintah daerah 

harus dilakukan berdasarkan dengan prinsip-prinsip pengeluaran 

publik Islam, sebagai berikut: 

1) Alokasi zakat adalah kewenangan Allah, tidak termasuk 

kewenangan amil ataupun pemerintah. Amil dalam hal ini 

hanya bertugas menjalankan manajemen dari zakat agar 

dapat tercapai pendistribusian yang sesuai dengan ajaran 

agama Islam. 

2) Penerimaan yang berasal dari selain zakat dialokasikan 

berdasarkan prinsip pokok seperti yang dikemukakan oleh 

Chapra (2016), antara lain: 

• Kebijakan serta belanja dari daerah harus 

dialokasikan guna mewujudkan maslahah 

semaksimal mungkin 

• Lebih mendahulukan menghindari masyaqqoh 

(kesulitan) dan mudharat daripada melakukan 

kebaikan 

• Demi menghindari mudharat dalam skala luas maka 

mudharat individu dapat dijadikan sebagai alasan 

• Demi menghindari kerugian dan pengorbanan dalam 

skala umum maka dapat dilakukan pengorbanan 

individu serta mengorbankan kepentingan individu 

• Manfaat publik yang dialokasikan seimbang dengan 

kerugian yang ditanggung 

• Apabila belanja merupakan syarat untuk 

ditegakkanya syariat Islam, maka belanja harus 

diwujudkan 

Berdasarkan penjelasan prinsip pengeluaran daerah tersebut 

dapat dilihat bahwa efisiensi dan efektifitas dijadikan sebagai 
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landasan pokok yang sesuai kaidah-kaidah syariat Islam dan skala 

prioritas daerah agar tujuan dari belanja daerah dapat tercapai. 

Tujuan dari belanja daerah dalam Islam menurut Nasution & Edwin 

(2006), sebagai berikut: 

1) Belanja daerah dilakukan untuk kepentingan masyarakat 

2) Belanja daerah sebagai alat pendistribusian kekayaan 

3) Belanja yang mengarah pada semakin meningkatnya 

permintaan efektif 

4) Belanja yang berhubungan dengan investasi dan produksi 

5) Belanja yang memiliki tujuan menekan tingkat inflasi dengan 

adanya kebijakan intervensi pasar. Selain itu, pemerintah 

daerah memiliki wewenang dalam aktivitas ekonomi yang 

tidak dapat diberikan kepada sektor-sektor privat untuk 

menjalankannya seperti pembangunan infrastruktur dan 

pemenuhan kebutuhan masyarakat (MSI UII, 2010). 

  Prinsip-prinsip di atas sangat relevan dengan penyusunan 

anggaran belanja daerah yang memang sudah sepatutnya 

mengedepankan prinsip-prinsip Islam dalam penyusunan anggaran 

yang akan dialokasikan. Sebagaimana yang terdapat juga dalam Al-

Quran surat An-Nisa ayat 58, yang berbunyi: 

ِبَي نَِالنَّاسِِِإ تمُ  لِهَاِوَإِذاَِحَكَم  مََانَاتِِإِلىَِٰأھَ  ِتؤَُدُّواِالأ  ِأنَ  َِيَأ مُرُكُم  ِاللََّّ نَّ

كُمُواِبِال عَد لِِ ِتحَ  ِِأنَ   

Sesungguhnya Allah menyuruh untuk menyampaikan amanat 

kepada mereka yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) 

ketika menetapkan hukum di antara manusia agar ditetapkan 

dengan adil… (Q.S An-Nisa ayat 58) 

  Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda:  
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Dari Ibnu Umar berkata: aku mendengar Rasulullah shallallahu 

‘alaihi wasallam bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin, dan 

setiap pemimpin dimintai pertanggungjawaban atas apa yang 

dipimpinnya. Imam (kepala negara) adalah pemimpin yang dimintai 

pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnnya. Seorang 

suami adalah pemimpin dan ia akan dimintai pertanggungjawaban 

atas keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin dalam urusan 

rumah tangga dan akan dimintai peratnggungjawaban atas rumah 

tangganya. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan 

harta milik tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas 

tanggung jawabnya” saya menduga Ibnu ‘Umar menyebutkan 

bahwa: “Dan seorang laki-laki merupakan pemimpin atas harta 

dari bapaknya, dan dimintai pertanggungjawaban atas harta 

tersebut. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan 

dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. (HR. 

Bukhari, No. 2232) 

Dalam ayat serta hadits tersebut dimaksudkan bahwa 

amanah yang merupakan kepercayaan dan tanggung jawab ini 

mengingatkan mengenai pentingnya berlaku adil dan bertanggung 

jawab dalam pengelolaan keuangan, termasuk didalamnya belanja 

daerah. Pemimpin sudah seharusnya menjalankan tanggung jawab 

yang diberikan kepada mereka dengan itikad baik dan transparan 

demi kesejahteraan masyarakat daerahnya melalui pembangunan 

ataupun pelayanan dasar (Kahf, 2022).  

Nasution & Edwin (2006) juga mengemukakan bahwa 

belanja daerah harus didasarkan pada: 

1) Kebijakan untuk belanja rutin harus didasarkan pada 

kemaslahatan bersama, tidak boleh disandarkan hanya pada 

kemaslahatan individu atau kelompok saja 

2) Prinsip efisiensi dalam belanja rutin adalah mendapatkan 

manfaat semaksimal mungkin dengan biaya seminimal 

mungkin. Hal ini akan membawa pemerintah jauh dari kata 

mubadzir dan kikir akan alokasi belanja daerah bukan pada 

sektor-sektor yang berentangan dengan Islam 

3) Dalam pembelanjaan tidak diperbolehkan untuk berpihak 

pada kelompok yang kaya, melainkan apabila berpihak pada 

kelompok yang miskin diperbolehkan 
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4) Prinsip komitmen untuk tetap pada aturan syariah, artinya 

belanja daerah hanya dialokasikan pada hal-hal yang boleh 

dan halal saja 

5) Prinsip komitemen sesuai dengan skala prioritas syariah, 

mulai dari wajib, sunnah, mubah, hajiyyat, dan kamaliyah  

Hal tersebut sudah sejalan dengan prinsip-prinsip dalam 

pengeluaran yang mana harus sesuai dengan syariat Islam dan 

mengedepankan kemaslahatan bersama bukan hanya individu atau 

kelompok saja. Sebab dasar dari penyusunan rencana anggaran 

harus mampu untuk mencapai tujuan pengalokasian dana tersebut 

(Ningrum, 2014). 

2.1.3 Pajak Daerah 

  Pajak digunakan oleh pemerintah daerah sebagai salah satu 

upaya dalam mewujudkan kemandirian suatu daerah dalam hal 

pembiayaan pembangunan guna kepentingan masyarakat luas. 

Rusjidi (2008) berpendapat bahwa pajak daerah merupakan salah 

satu sumber dari penerimaan daerah yang keberadaannya sangat 

penting dalam pelaksanaan dan pembangunaan daerah guna 

meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat 

daerahnya. Sama halnya dengan pajak menurut Nadhor et al (2020) 

juga dikatakan sumber penerimaan daerah paling besar, tanpa 

adanya penerimaan tersebut sebuah daerah akan mengalami 

permasalahan dalam pembangunan dan sebagai upaya dalam 

mensejahterakan mayarakatnya.  

Undang-Undang No.34 Tahun 2000 yang menjelaskan 

mengenai pajak dan retribusi daerah diterangkan bahwa pajak 

daerah yang dapat juga disebut dengan pajak merupakan iuran wajib 

yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dilakukan 

oleh orang pribadi dan badan untuk diberikan kepada serta dapat 

dipaksakan berdasarkan dengan peraturan perundangan yang 

berlaku, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaran 

pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dalam pandangan 
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Siahaan (1996) pajak daerah merupakan pajak yang dibuat dan 

ditetapkan pemerintah daerah dengan berlandaskan pada peraturan 

daerah, yang mana pemerintah daerah berwenang atas pungutannya, 

sementara hasil dari pungutan pajak tersebut dimanfaatkan 

pemerintah untuk membiayai pengeluaran daerah dalam 

pelaksanaan aktivitas daerah serta pembangunan daerah. Terdapat 

pula unsur-unsur pajak daerah, sebagai berikut (Wahyuni, n.d.):  

1. Iuran masyarakat kepada daerah 

2. Dasar yang digunakan peraturan undang-undang 

3. Balas jasa yang didapatkan tidak secara langsung 

4. Digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah 

  Menurut Munawwir (2002) pajak dikenal dengan sebutan 

bahasa Arabnya Dharibah, yang berasal dari kata الضريبة yang berarti 

mewajibkan, menetapkan, memukul, menentukan, menerangkan 

ataupun membebankan. Meskipun istilah dari “dharibah” memiliki 

beberapa konotasi dalam bahasa dan budaya, seperti dalam 

pandangan Gusfahmi (2007). Hal ini jelas dari pernyataan bahwa 

jizyah dan kaharaj dikumpulkan sesuai dengan hukum ”dharibah”. 

Dengan demikian, properti yang disita secara hukum oleh 

pemerintah daerah guna tujuan selain jizyah dan kaharaj  meskipun 

keduanya dapat termasuk dalam definisi dharibah. Objek dari jizyah 

adalah jiwa, berbeda dengan dharibah oleh sebab itu sebut saja 

sebagai jizyah (pajak yang dipungut kepada non-muslim), sementara 

objek dari kaharaj adalah tanah oleh sebab itu pajak tanah disebut 

dengan kaharaj saja. Dengan demikian, dharibah dapat diartikan 

sebagai pajak dalam Islam meskipun istilah pajak sendiri berasal dari 

Barat, sebab pada kenyataannya hal tersebut terdapat dalam sistem 

ekonomi Islam. 

  Widanta (2008) menjelaskan bahwa sumber-sumber 

penerimaan pemerintah daerah yang paling utama berasal dari sektor 

pajak, selain itu juga berfungsi sebagai alat guna mengatur dan 

mengawasi kegiatan-kegiatan swasta dalam perekonomian, serta 
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sebagai alat penganggaran (budget) dimana pajak dijadikan alat guna 

mengumpulkan dana yang akan digunakan untuk membiayai seluruh 

aktivitas pemerintah daerah. Dalam hal ini misalnya seperti pada saat 

pemerintah membutuhkan dana yang lebih untuk belanja daerah atau 

aktivitas pemerintah lainnya, maka pemerintah akan berusaha untuk 

meningkatkan tarif pajaknya pada batas toleransi masyarakat, dalam 

artian walau pajak yang dipungut pemerintah meningkat maka 

masyarakat akan tetap bersedia membayarnya sebab masih dalam 

batas toleransi yang tidak sangat-sangat merugikan masyarakat. 

Anggaran pengeluaran yang dibuat dengan meningkatkan 

penerimaan dalam sektor pajak juga bertujuan untuk kemaslahatan 

bersama, artinya pemerintah tidak meningkatkan pajak secara 

semena-mena yang akan merugikan masyarakat ataupun pemerintah 

hanya mengambil keuntungan pribadi. Sebagaimana menurut Anwar 

et al (2021) bahwa salah satu kemajuan dibidang ekonomi saat ini 

adalah pemerataan kesejahteraan rakyat dan peningkatan 

perekonomian daerah.  

  Fungsi dari pemerintah daerah tidak dapat dilaksanakan 

secara efisien dan efektif apabila terdapat kekurangan biaya guna 

memberikan pelayanan kepada publik serta pelaksanaan program 

pembangunan. Hal tersebut didukung dengan ikut sertanya 

masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. 

Sebagaimana yang diketahui bahwa upaya guna meningkatkan 

kemandirian dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap 

pemerintah pusat merupakan tujuan dari pelaksanaan otonomi 

daerah dan desentralisasi fiskal. Meningkatkan otonomi daerah 

terkait erat dengan kapasitas daerah guna mengawasi pendapatan 

daerah, yang dalam hal ini termasuk pajak daerah. Kemampuan 

daerah untuk mengumpulkan uang melalui pajak daerah 

meningkatkan tanggung jawab daerah untuk membelanjakan 

pendapatan tersebut sesuai dengan kebutuhan, tujuan, dan prioritas 

pembangunan daerah (Mahmudi, 2010).  
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M. Umer Chapra menyatakan dalam "Islam and the 

Economic Challenge" bahwa beberapa fuqaha-yang pada dasarnya 

mewakili semua mazhab fikih-telah menjunjung tinggi hak 

pemerintah Islam untuk menggalang dana melalui pajak selain 

zakat. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa uang zakat terutama 

digunakan untuk kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu, 

dan negara sebenarnya membutuhkan sumber dana lain untuk 

melaksanakan tugas alokasi, distribusi, dan sosialisasi dengan baik. 

Sesuai dengan hadis yang menyatakan bahwa Anda memiliki 

kewajiban tambahan atas harta Anda selain zakat.   

Hasan (2018) berpendapat bahwa hal tersebut menunjukkan 

bahwa kita sebagai umat muslim memiliki kewajiban bukan hanya 

membayar zakat saja melainkan juga membayar iuran lain yang ada 

dalam negara seperti pajak. Dana pajak juga digunakan untuk 

kepentingan masyarakat agar dapat memajukkan pembangunan, 

kesejahteraan masyarakat daerah terjamin, serta digunakan untuk 

melakukan kegiatan daerah yang lain. Dengan maksimalnya 

penerimaan pajak akan membuat penerimaan pendapatan asli daerah 

meningkat yang kemudian akan dianggarkan untuk belanja daerah. 

Sebagaimana dalam Q.S Al-Baqarah ayat 177: 

ِمَنِِۡ ِالۡبرَِّ ِانَِۡتوَُلُّوۡاِوُجُوۡھَكُمِۡقِبَلَِالۡمَشۡرِقِِوَِالۡمَغۡرِبِِوَلٰـكِنَّ لَيۡسَِالۡبرَِّ

خِرِِوَالۡمَلٰ ِ ِِوَالۡيَوۡمِِالَٰۡ نَِِِةِِکَِٮِ اٰمَنَِبِاللّٰه ِوَاٰتىَِالۡمَالَِعَلٰىِِوَالۡكِتٰبِِوَالنَّبِي ّٖ  َ

ِذوَِىِالۡقرُۡبٰىِوَالۡيَتٰمٰىِوَا ِوَالسَّا ِِِلۡمَسٰكِيۡنَِحُب ِهّٖ وَفىِِِِلِيۡنَِٮِ وَابۡنَِالسَّبِيۡلِِۙ

قَابِِ کٰوةَِالر ِ لٰوةَِوَاٰتىَِالزَّ ِوَاقََامَِالصَّ ِِوَالۡمُوۡفُوۡنَِبعَِهۡدِھِمِۡاِذاَِعٰهَدوُۡاِ َِ 

ِاوُلٰ ِ ا ءِِوَحِيۡنَِالۡبَاۡسِِؕ رَّ برِِيۡنَِفىِِالۡبَاۡسَا ءِِوَالضَّ ِوَالصه الَّذِيۡنَِِِكَِٮِ َ 

ِوَاوُلٰ ِِدقَوُۡاصَِ ھُمُِالۡمُتَّقوُۡنَِِِكَِٮِ َِؕ  

Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur an 

barat, melainkan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, 

malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi serta memberikan 

hartanya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, musafir, 

peminta-minta, dan orang yang memerdekakan hamba sahaya, yang 

melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, orang-orang yang 
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menepati janjinya dan orang yang sabar dalam kemelaratan, 

penderitaan serta pada masa peperangan. Merekalah orang-orang 

yang benar dan merekalah orang-orang yang bertakwa. (Q.S Al-

Baqarah ayat 177) 

  Muhammad Abu Zahrah menafsirkan bahwa pajak 

disamping zakat diperbolehkan seperti guna menanggulangi 

kemiskinan, pembangunan fasilitas umum guna kemaslahatan 

masyarakat, serta kebutuhan lain yang tidak terpenuhi jika hanya 

dari zakat saja. Oleh sebab itu, diusulkannya sumber alternatif baru 

sebagai penerimaan negara yaitu pajak ataupun hutang. Apabila 

hutang mengandung riba maka pilihan yang baik dan utama adalah 

pajak (Syukur, 2017).  

Dalam hal ini pada ayat yang menyebutkan bahwa 

memberikan hartanya kepada kerabat, anak yatim, dan lain 

sebagainya merupakan pajak daerah. Yang mana pajak daerah disini 

merupakan sebagian harta milik pribadi yang wajib di bayarkan 

kepada daerah untuk dialokasikan kepada masyarakat secara merata 

dalam bentuk pemberian fasilitas ataupun pembangunan 

infrastruktur. Melalui pajak daerah masyarakat sudah memberikan 

sebagian hartanya untuk kemaslahatan bersama yang mana 

didalamnya juga terdapat kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, 

serta lain sebagainya sehingga dapat merasakan fasilitas yang 

memadai serta pembangunan daerahnya yang semakin maju.  

2.1.4 Retribusi Daerah 

 Salah satu komponen pendapatan asli daerah adalah retribusi 

daerah, yang merupakan sumber pendapatan selain pajak daerah. 

Retribusi daerah diharapkan dapat membantu membiayai 

pembangunan daerah dan inisiatif pemerintah daerah untuk 

meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan bagi seluruh 

masyarakat. UU No. 28 Tahun 2009 mendefinisikan retribusi 

sebagai pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada 

orang pribadi atau badan sebagai pembayaran atas jasa atau 

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan 

dengan tujuan untuk kepentingan orang pribadi atau badan tersebut. 
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Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa retribusi daerah adalah 

pajak daerah yang dikenakan sebagai imbalan atas jasa atau 

pemberian izin tertentu yang telah disahkan atau diberikan oleh 

pemerintah daerah untuk kepentingan orang atau badan (Eko Joko 

Supriyanto & Alliyah, 2022).  

  Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2001 tentang 

Retribusi Daerah, retribusi daerah diklasifikasikan menjadi 4 yaitu 

retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan 

tertentu, dan retribusi lain-lain.  

1. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang 

disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan 

kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 

dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi 

pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan kebersihan, 

retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan 

sipil, retribusi pelayanan pemakaman, retribusi parkir di 

tepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan 

bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam 

kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, dan 

retribusi pengujian kapal perikanan, semuanya 

merupakan retribusi jasa umum. 

2. Retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi 

pasar/toko, retribusi tempat pelelangan, retribusi 

terminal, retribusi tempat parkir, retribusi tempat 

penginapan, retribusi penyedotan kakus, retribusi rumah 

potong hewan, retribusi pelayanan pelabuhan kapal, 

retribusi tempat rekreasis serta olahraga, retribusi 

penyebrangan di atas air, retribusi pengolahan limbah 

cair, dan retribusi penjualan produk usaha daerah. 

Seluruhnya didasarkan pada prinsip-prinsip komersial 

dan dikenakan retribusi atas jasa usaha oleh pemerintah 

daerah. 
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3. Retribusi perizinan tertentu, antara lain retribusi izin 

mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan 

minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, dan 

retribusi izin trayek, yang merupakan perizinan tertentu 

yang diterbitkan oleh pemerintah daerah yang 

dimaksudkan sebagai upaya untuk pembinaan, 

pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan 

pemanfaatan ruang, sumber daya alam, barang, sarana 

dan prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi 

kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 

4. Retribusi lain-lain, retribusi yang ditetapkan sesuai 

dengan kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang 

oleh tiap-tiap pemerintah daerah. 

Pajak bertujuan untuk mengumpulkan dana bagi negara 

guna menjalankan fungsi sebagai penyedia pelayanan publik dan 

pembangunan. Berbeda dengan pajak daerah, retribusi daerah 

bertujuan mengenakan biaya atas pemanfaatan sumber daya 

ataupun layanan yang secara langsung dinikmati oleh individu 

ataupun badan yang membayarnya. 

Retribusi daerah yang merupakan salah satu sumber 

penerimaan daerah yang tentu saja akan digunakan untuk 

kemaslahatan masyarakat daerah dengan berbagai aktivitas 

ekonomi yang dilakukan dan pembangunan infrastuktur daerah. 

Retribusi daerah dalam Islam dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-

An’am ayat 152, yang berbunyi: 

ِ بىَِِِٰۖلََِنكَُل ِفُِنَف سًاِإلََِّ ِكَانَِذاَِقرُ  دِلوُاِوَلَو  ِفَاع  عهََاِِۖوَإِذاَِقلُ تمُ  وُس 

ِتذَكََّرُونَِ ِبِهِِلعََلَّكُم  اكُم  ِوَصَّ لِكُم 
ذَٰ فوُاِِ  ِِأوَ  دِِاللََّّ  وَبِعهَ 

Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, 

kendatipun ia merupakan kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. 

Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. 

(Q.S Al-An’am ayat 152) 

 Dalam ayat tersebut dijelaskan hendaknya bersikap 

transparan dalam berbagai tindakan pengelolaan dana dan 
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pemungutan pungutan, serta Allah mengingatkan agar berlaku 

amanah dan tidak mengkhianati amanah dalam segala hal. Dalam 

hal ini dapat diterapkan dalam retribusi daerah. Sehingga, 

pengeluaran belanja daerah bisa lebih produktif dengan digunakan 

untuk yang memang sangat dibutuhkan dan sangat berguna untuk 

kemaslahatan masyarakat daerah. Seperti yang dijelaskan dalam 

hadis riwayat Muslim dari Abu Dzar dia berkata: 

ِِ تعَ مِلنُِيِقَالَِفَضَرَبَِبِيَدِهِِعَلىَِمَن كِبيِِثمَُّ ِِألَََِتسَ  قلُ تُِيَاِرَسُولَِاللََّّ

ِإِنَّكَِضَعِيفٌِ مَِال قِيَاقَالَِيَاِأبََاِذرَ ٍ يٌِِوَإِنَّهَاِأمََانَةُِوَإِنَّهَاِيَو  مَةِِخِز 

ِأخََذھََاِبِحَق ِهَاِوَأدََّىِالَّذِيِعَلَي هِِفِيهَاِ ِمَن   وَنَداَمَةٌِإلََِّ

Saya berkata: “Wahai Rasulullah, tidakkah kamu menjadikanku 

sebagai pegawai (pejabat)?” Abu Dzar berkata, “Kemudian beliau 

menepuk bahuku dengan tangannya seraya bersabda: ‘Wahai Abu 

Dzar, kamu ini lemah (untuk memegang jabatan) padahal jabatan 

tersebut adalah amanah. Pada hari kiamat ia adalah kehinaan 

serta penyesalan, kecuali bagi siapa yang mengambilnya dengan 

haq dan melaksanakan tugasnya dengan benar.” (HR. Muslim, No. 

3404) 

 Retribusi daerah tidak jauh berbeda dengan pajak daerah, 

sebelumnya pajak daerah terkadang disebut juga dengan jizyah 

namun banyak para ulama yang tidak setuju dengan hal tersebut dan 

lebih setuju dengan sebutan dharibah. Terdapat ulama yang 

mengatakan bahwa retribusi daerah disini dapat disebut dengan 

jizyah, seperti yang terdapat dalam Q.S At-Taubah ayat 29: 

خِرِِوَلََِ ِِوَلََِبِالۡيَوۡمِِالَٰۡ مَِِقَاتِلوُاِالَّذِيۡنَِلََِيؤُۡمِنُوۡنَِبِاللّٰه مُوۡنَِمَاِحَرَّ يُحَر ِ

ِمِنَِالَّذِيۡنَِاوُۡتوُاِالۡـكِتٰبَِحَتهىِِ ِ ُِوَِرَسُوۡلهُِٗوَلََِيَدِيۡنوُۡنَِدِيۡنَِالۡحَـق  اللَّه

ھُمِۡصٰغِرُوۡنَِ  يعُۡطُواِالۡجِزۡيَةَِعَنِۡيَّدٍِوَّ
Perangilah orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah 

serta hari akhir, mereka yang menghalalkan apa yang telah 

diharamkan Allah dan Rasul-Nya serta mereka yang tidak 

beragama Islam (agama Allah), yaitu orang-orang yang telah 

diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah dengan patuh 

sementara mereka dalam keadaan tunduk. (Q.S At-Taubah ayat 

29). 

 Ayat di atas menjelaskan bahwa kita sudah seharusnya patuh 

dan tunduk kepada peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah 

daerah, yang mana dalam hal ini retribusi daerah. Sebagaimana 
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yang terdapat dalam retribusi izin pendirian bangunan yang mana 

seorang individu ataupun badan tidak boleh mendirikan bangunan 

dengan semena-mena, harus mendapatkan izin dari pemerintah 

daerah yang mana untuk mendapatkan izin tersebut diharuskan 

membayarkan sejumlah nominal. Apabila sudah mendapatkan izin 

tersebut maka bangunan tersebut sudah legal untuk didirikan. 

2.1.5 Jumlah Penduduk 

  Penduduk didefinisikan sebagai orang yang telah tinggal di 

suatu tempat selama minimal enam bulan dan memiliki rencana 

untuk tinggal dan menetap, menurut Badan Pusat Statistik. 

Sementara itu, terdapat tiga faktor diantaranya migrasi, mortalitas, 

dan fertilitas yang berkontribusi dalam pertumbuhan penduduk. 

Sebab penyediaan tenaga kerja, spesialis, pemimpin bisnis, dan 

pengusaha yang dibutuhkan dalam mengahasilkan kegiatan 

ekonomi, maka dari itu, populasi merupakan komponen yang 

penting dalam upaya perluasan produksi dan pengembangan 

kegiatan ekonomi. Selain itu, setiap orang yang berdomisili di 

wilayah Indonesia selama enam bulan ataupun lebih serta memiliki 

tujuan untuk menetap maka akan dianggap sebagai bagian dari 

penduduk, pandangan dari Sudarsono (2016).  

Pertumbuhan penduduk menurut Damanik & Sidauruk 

(2020) terdapat faktor yang mendoronya, sebagai berikut: 

1) Fertilitas, jumlah bayi yang dilahirkan oleh seorang 

wanita 

2) Mortalitas, individu yang tidak memiliki tanda-tanda 

kehidupan dalam artian sudah meninggal 

3) Migrasi, perpindahan penduduk dari wilayah yang 

satu ke wilayah yang lain 

Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya jika penerimaan 

pemerintah daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah 

mampu mempengaruhi belanja daerah, sebab apabila penerimaan 

meningkat maka anggaran untuk belanja daerah juga akan 
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meningkat yang akan digunakan untuk merencanakan pembangunan 

daerahnya. Sementara untuk jumlah penduduk sendiri tidak kalah 

pentingnya peran dalam ekonomi yaitu membantu pemerintah 

dalam mengambil keputusan terkait kebijakan publik, perencanaan 

perkotaan, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta 

berbagai aspek yang lain dari kehidupan sosial dan ekonomi. 

Banyaknya jumlah penduduk berpengaruh terhadap anggaran 

belanja daerah sebab bayi yang baru lahir saja sudah mendapatkan 

anggaran guna perkembangannya hingga memasuki usia yang 

cukup untuk berhenti mendapatkan segala fasilitas kesehatan seperti 

berbagai vaksin yang diberikan kepada bayi hingga umur tertentu 

ataupun makanan rutin dari anggaran pemerintah daerah guna bayi, 

batita, balita yang dalam perkembangannya tidak maksimal, atau 

dapat dikatakan stunting atau gizi buruk (Damanik & Sidauruk, 

2020). 

  Seperti yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari dan 

Muslim yang berbunyi: 

لأَِِ ِيَم  ِيكَُونَِلَهُِوَادِيَانِِ،ِوَلَن  ِأنَ  ِذھََبٍِأحََبَّ ِلَِب نِِآدمََِوَادِيًاِمِن  ِأنََّ لَو 

ِتاَبَِ ُِعَلىَِمَن  التُّرَابُِ،ِوَيَتوُبُِاللََّّ  فَاهُِإلََِِّ

“Seandainya anak adam memiliki dua lembah berisi harta, tentu 

saja ia menginginkan lembah yang ketiga. Dan anak adam tidak 

akan kenyang melainkan dengan debu, lalu Allah mengampuni 

orang yang bertaubat” (HR. Bukhari, No. 6439 dan Muslim, No. 

1048) 

Dalam hadits dijelaksan bahwa kita sebagai manusia tidak 

diperbolehkan bersikap tamak terhadap harta dan kenikmatan 

duniawi, serta mengajarkan pentingnya untuk bertaubat kepada 

Allah agar mendapatkan pengampunan-Nya. Dalam hal ini yang 

dimaksud sebagai penduduk kita sudah seharusnya membayarkan 

pungutan pemerintah yang memang sudah seharusnya kita bayarkan 

menggunakan harta yang kita miliki. Lagipun nominal yang 

dibayarkan kepada pemerintah hanya sebagian kecil dari pendapatan 

yang kita miliki. Maka dari itu, sebagai penduduk yang taat akan 



 
 

25 
 

kehidupan bernegara sudah sepatutnya taat juga dalam pemenuhan 

kewajibannya seperti membayar pajak daerah dan retribusi daerah 

sehingga anggaran belanja daerah dapat meningkat dan anggaran 

tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

   Hermano (2017) berpendapat bahwa dalam pembangunan 

nasional penduduk merupakan faktor yang strategis. Penduduk 

sebagai pusat dari seluruh kebijaksanaan serta program 

pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, oleh sebab itu 

penduduk sudah seharusnya dibina dan dikembangkan agar mampu 

menjadi penggerak pembangunan. Selain itu, dinamika 

pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sangat 

dipengaruhi oleh keadaan dan kondisi dari penduduknya. Jumlah 

penduduk yang besar dan berkualitas baik dapat menjadi pendukung 

bagi kemajuan ekonomi. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

  Penelitian terdahulu merupakan karya – karya terdahulu yang sudah 

dipublikasi diberbagai platform media yang sangat bermanfaat sebagai 

bahan referensi bagi penelitian – penelitian baru yang akan dilakukan. 

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 

No Penulis Judul Hasil 

1 (Ferdiansyah 

et al., 2018) 

 

Pengaruh 

Pendapatan Asli 

Daerah, Dana 

Alokasi Umum, 

Dana Alokasi 

Khusus, dan Dana 

Perimbangan 

terhadap Belanja 

Daerah 

Pendapatan asli daerah 

berpengaruh signifikan 

terhadap belanja daerah. 

Dana alokasi umum tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap belanja daerah. 

Dana alokasi khusus 

berpengaruh tidak signifikan 

terhadap belanja daerah. 

Dana perimbangan 

berpengaruh signifikan 

terhadap belanja daerah. 
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2 (Aminus, 

2018) 

Pengaruh 

Pendapatan Asli 

Daerah dan Dana 

Perimbangan 

terhadap Belanja 

Daerah Kabupaten 

Ogan Ilir 

Pendapatan asli daerah 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap belanja 

daerah Kabupaten Ogan Ilir. 

Dana perimbangan 

berpengaruh signifikan 

terhadap belanja daerah 

kabupaten Ogan Ilir. 

3 (Purpitasari, 

2015) 

Pengaruh 

Pendapatan Asli 

Daerah dan Dana 

Alokasi Umum 

terhadap Alokasi 

Belanja Daerah 

Pendapatan asli daerah 

berpengaruh positif terhadap 

belanja daerah. 

Dana alokasi umum 

berpengaruh positif terhadap 

belanja daerah. 

4 (Fatimah et 

al., 2019) 

Pengaruh 

Pendapatan Asli 

Daerah dan Dana 

Perimbangan 

terhadap Belanja 

Daerah 

Pendapatan asli daerah 

berpengaruh signifikan 

terhadap belanja daerah. 

Dana alokasi umum 

berpengaruh signifikan 

terhadap belanja daerah. 

Dana alokasi khusus 

berpengaruh tidak signifikan 

terhadap belanja daerah. 

Dana bagi hasil berpengaruh 

tidak signifikan terhadap 

belanja daerah. 

5 (Devita et al., 

2014) 

Pengaruh 

Pendapatan Asli 

Daerah, Dana 

Alokasi Umum dan 

Jumlah Penduduk 

terhadap Belanja 

Pendapatan asli daerah dan 

dana alokasi umum 

berpengaruh signifikan 

positif terhadap belanja 

daerah. 
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Daerah 

Kabupaten/Kota di 

Provinsi Jambi 

Jumlah penduduk 

berpengaruh negatif terhadap 

belanja daerah. 

6 (Sanusi & 

Yusuf, 2018) 

Pengaruh 

Pendapatan Asli 

Daerah, Produk 

Domestik Regional 

Bruto, Jumlah 

Penduduk, Indeks 

Pembangunan 

Manusia, 

Pertumbuhan 

Ekonomi terhadap 

Belanja Daerah di 

Sumatera Utara 

Tahun 2013-2015 

Pendekatan Panel 

Regression 

Pendapatan asli daerah 

berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap belanja 

daerah. 

Pendapatan domestik 

regional bruto berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap belanja daerah. 

Jumlah penduduk 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap belanja 

daerah. 

Indeks pembangunan 

manusia berpengaruh negatif 

dan tidak signifikan terhadap 

belanja daerah. 

Pertumbuhan ekonomi 

berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap belanja 

daerah. 

7 (Laksono & 

Subowo, 

2014) 

Pengaruh Pajak 

Daerah, Retribusi 

Daerah, DAU dan 

DAK terhadap 

Belanja Daerah 

Pajak daerah berpengaruh 

positif terhadap belanja 

daerah. 

Retribusi daerah tidak 

berpengaruh terhadap belanja 

daerah. 

Dana alokasi umum 

berpengaruh positif terhadap 

belanja daerah. 
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Dana alokasi khusus 

berpengaruh positif terhadap 

belanja daerah. 

Secara simultan pajak daerah, 

retribusi daerah, dana alokasi 

umum, dan dana alokasi 

khusus berpengaruh terhadap 

belanja daerah. 

8 (Susilowati et 

al., 2021) 

Pengaruh 

Pendapatan Asli 

Daerah, Dana 

Perimbangan, Lain-

Lain Pendapatan 

Daerah Yang Sah 

terhadap Belanja 

Daerah Kota 

Balikpapan 

Pendapatan asli daerah 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap belanja 

daerah. 

Dana perimbangan 

berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap belanja 

daerah. 

Lain-lain pendapatan yang 

sah berpengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap 

belanja daerah. 

Pendapatan asli daerah, dana 

perimbangan, dan lain-lain 

pendapatan yang sah 

berpengaruh tidak signifikan 

terhadap belanja daerah. 

9 (Rambe & 

Febriani, 

2021) 

The Impact of 

Regional Splitting 

and Local Taxes on 

Local Government 

Spending in 

Indonesia 

Pemekaran wilayah 

berpengaruh positif terhadap 

belanja daerah. 

Pajak daerah berpengaruh 

positif terhadap belanja 

daerah. 
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Produk domestik bruto 

berpengaruh positif terhadap 

belanja daerah. 

Jumlah penduduk 

berpengaruh positif terhadap 

belanja daerah. 

10 (Simanjuntak 

& Ginting, 

2019) 

Pengaruh Pajak 

Daerah, Retribusi 

Daerah, Dana 

Alokasi Umum, 

dan Dana Alokasi 

Khusus terhadap 

Belanja Daerah 

Pajak daerah berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap belanja daerah. 

Retribusi daerah berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap belanja daerah. 

Dana alokasi umum 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap belanja 

daerah. 

Dana alokasi khusus 

berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap belanja 

daerah. 

Pajak daerah, retribusi 

daerah, dana alokasi umum, 

dan dana alokasi khusus 

berpengaruh secara positif 

dan signifikan terhadap 

belanja daerah. 

11 (Asih & 

Irawan, 2018) 

Pengaruh 

Kontribusi Pajak 

Daerah, 

Pendapatan Asli 

Daerah, Retribusi 

Daerah, dan Dana 

Kontribusi pajak daerah, 

pendapatan asli daerah, 

retribusi daerah, dan dana 

bagi hasil pajak berpengaruh 

terhadap belanja daerah. 
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Bagi Hasil Pajak 

terhadap Belanja 

Daerah dengan 

Pertumbuhan 

Ekonomi sebagai 

Variabel 

Moderating 

Pemerintah 

Kabupaten dan 

Kota 

Kontribusi pajak berpengaruh 

signifikan terhadap belanja 

daerah. 

Pendapatan asli daerah 

berpengaruh signifikan 

terhadap belanja daerah. 

Retribusi daerah berpengaruh 

signifikan terhadap belanja 

daerah. 

Dana bagi hasil pajak 

berpengaruh signifikan 

terhadap belanja daerah. 

Pertumbuhan ekonomi bukan 

merupakan variabel 

moderating yang 

memperkuat ataupun 

memperlemah. 

12 (Soeharjoto et 

al., 2020)  

Flypaper Effect on 

Regional Spening 

in Central Java 

Province 

Pendapatan asli daerah 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap belanja 

daerah. 

Dana alokasi umum 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap belanja 

daerah. 

13 (Iqbal et al., 

2020) 

Pengaruh 

Pendapatan Asli 

Daerah, Dana 

Alokasi Umum, 

Dana Alokasi 

Khusus dan Dana 

Otonomi Khusus 

PAD berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap belanja 

daerah pada Kabupaten/Kota 

di Provinsi Aceh. 

DAU berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap belanja 
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terhadap Belanja 

Daerah 

Kabupaten/Kota di 

Provinsi Aceh 

daerah pada Kabupaten/Kota 

di Provinsi Aceh. 

DAK berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap belanja 

daerah pada Kabupaten/Kota 

di Provinsi Aceh. 

OTSUS berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

belanja daerah pada 

Kabupaten/Kota di Provinsi 

Aceh. 

14 (Yupukolo & 

Erawati, 2019) 

Pengaruh Pajak 

Daerah Retribusi 

Daerah 

Pengelolaan 

Kekayaan Daerah 

yang Dipisahkan 

dan Dana Alokasi 

Umum Belanja 

Daerah di Provinsi 

Daerah Istimewa 

Yogyakarta Periode 

2012-2017 

Pajak daerah tidak 

berpengaruh terhadap belanja 

daerah. 

Retribusi daerah tidak 

berpengaruh terhadap belanja 

daerah. 

Pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap belanja daerah. 

Dana alokasi umum 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap belanja 

daerah. 

Pajak daerah, retribusi 

daerah, pengelolaan 

kekayaan yang dipisahkan, 

dan dana alokasi umum 

secara simultan berpengaruh 

terhadap belanja daerah. 
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15 (Eko Joko 

Supriyanto & 

Alliyah, 2022) 

Pengaruh Pajak 

Daerah, Retribusi 

Daerah, Dana 

Alokasi Umum dan 

Dana Alokasi 

Khusus terhadap 

Belanja Daerah 

Kabupaten/Kota di 

Provinsi Jawa 

Tengah 

Pajak daerah berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap belanja daerah. 

Retribusi daerah berpengaruh 

negatif dan signifikan 

terhadap belanja daerah. 

Dana alokasi umum 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap belanja 

daerah. 

Dana alokasi khusus 

berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap belanja 

daerah. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

  Hipotesis merupakan dugaan sementara dari setiap peneliti. 

Berdasarkan penjelasan teoritis dan kerangka konseptual, dapat 

diperkirakan bahwa belanja daerah dipengaruhi oleh pajak daerah, retribusi 

daerah, dan jumlah penduduk. Berikut rincian hipotesisnya: 

2.4.1 Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Daerah 

  Disetiap daerah sudah semestinya terdapat pungutan pajak, 

pajak tersebut digunakan daerah guna kemajuan daerah tersebut. 

Setiap tahunnya pemerintah daerah memiliki rencana anggaran yang 
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nantinya akan digunakan untuk anggaran belanja daerah, jika 

penerimaan pajaknya semakin meningkat tidak menutup 

kemungkinan anggaran belanja daerah yang digunakan untuk 

pembangunan dan kemajuan masyarakatnya akan meningkat juga.   

  Selaras dengan teori Peacock dan Wiseman bahwa 

pengeluaran daerah selaras dengan penerimaan daerah. Dalam hal 

ini pengeluaran daerah adalah belanja daerah, sementara penerimaan 

daerah adalah pajak daerah. Maka dari itu, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa semakin meningkatnya penerimaan pajak daerah, semakin 

meningkat juga pengeluaran belanja daerahnya. 

  Martadani & Hertati (2019) dalam penelitiannya yang 

berjudul “Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Khusus 

terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Madiun”,  mengatakan 

pajak daerah mempengaruhi belanja daerah secara positif dan 

signifikan. Serta dalam penelitian Marbun et al (2022) yang berjudul 

“Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, 

SiLPA terhadap Alokasi Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota 

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2019” juga mengatakan hal 

yang sama bahwa pajak daerah mempengaruhi belanja daerah secara 

signifikan. Berdasarkan rumusan di atas maka hipotesis pertama dari 

penelitian ini: 

H1: Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

belanja daerah Provinsi Jawa Tengah 

2.4.2 Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah 

  Retribusi daerah merupakan salah satu indikator penerimaan 

pendapatan asli daerah, selain yang berasal dari pajak daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain – lain 

pendapatan asli daerah yang sah. Sebab retribusi daerah merupakan 

faktor penerimaan yang dapat menentukan penerimaan asli daerah, 

maka penting untuk kita ketahui seberapa besar pengaruh 

penerimaan dari sektor retribusi daerah terhadap belanja daerah. 
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  Peacock and Wiseman Theory berpandangan bahwa 

pengeluaran pemerintah daerah berbanding lurus dengan 

penerimaan pemerintah daerah. Dalam hal ini penerimaan 

pemerintah daerah berupa retribusi daerah, sementara pengeluaran 

pemerintah daerah berupa belanja daerah. Sehingga dapat ditarik 

kesimpulan bahwa dengan meningkatnya retribusi daerah, belanja 

daerah akan ikut meningkat, begitu juga sebaliknya. 

  Pada penelitian Rubiyanto & Rahayu (2019) yang berjudul 

“Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja 

Daerah di Kabupaten Mojokerto Periode 2013-2017”, menyatakan 

bahwa retribusi daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap belanja daerah. Dalam penelitian Budi et al (2021) yang 

berjudul “Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

terhadap Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi 

Jambi”, mengatakan hal yang sama bahwa retribusi daerah memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. 

Berdasarkan rumusan di atas maka hipotesis kedua dari penelitian 

ini: 

H2: Retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap belanja daerah Provinsi Jawa Tengah 

2.4.3 Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah 

Pemerintah daerah seringkali berfikiran bahwa jumlah 

penduduk yang besar dapat menjadi aset modal pembangunan, jika 

saja penduduknya memiliki kualitas SDM yang bagus sehingga 

dapat meningkatkan pendapatan daerah. Namun tidak menutup mata 

bahwa semakin cepat meningkatkan jumlah penduduk pada suatu 

daerah juga menjadi masalah yang berhubungan dengan ekonomi 

daerah, sebab jumlah penduduk yang besar secara otomatis akan 

menimbulkan pengeluaran yang besar juga. Masalah ledakan 

penduduk seperti ini sudah sering terjadi di negara berkembang 

seperti halnya di Indonesia ini. 
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Teori Peacock dan Wiseman berpendapat bahwa 

pengeluaran berbanding lurus dengan penerimaan. Dalam hal ini 

peningkatan jumlah penduduk tentu berpengaruh terhadap 

peningkatan anggaran pengeluaran belanja daerah sebab jumlah 

penduduk juga mempengaruhi pemerintah dalam keputusan alokasi 

anggaran belanja daerah. 

  Pada penelitian Rambe & Febriani (2021) yang berjudul 

“The Impact of Regional Splitting and Local Taxes on Local 

Government Spending in Indonesia” mengungkapkan bahwa jumlah 

penduduk mempengaruhi belanja daerah secara positif dan 

signifikan. Menurut penelitian Handayani et al (2022) menemukan 

jumlah penduduk mempengaruhi belanja daerah secara positif dan 

signifikan. Berdasarkan rumusan di atas maka hipotesis ketiga dari 

penelitian ini: 

H3: Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap belanja daerah Provinsi Jawa Tengah 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian 

  Sugiyono (2013) mendefinisikan metode penelitian merupakan cara 

ilmiah guna mendapatkan data dengan tujuan serta kegunaan tertentu. 

Penulis menggunakan metode kuantitatif deskriptif, sebab penelitian ini 

berisi pengujian teori yang sudah ada dengan tetap memperhatikan prinsip–

prinsip keilmuan yang menjadi dasarnya serta dari hasil yang didapatkan 

akan dijelaskan secara rinci. Penelitian kuantitatif menurut Ramdhan (2021) 

merupakan penelitian sistematis mengenai suatu fenomena dengan cara 

mengumpulkan data yang dapat diukur menggunakan teknik statistik, 

matematika, ataupun komputasi. Sementara penelitian deskriptif 

didefinisikan sebagai metode guna menggambarkan suatu hasil penelitian.  

3.2 Sumber Data Penelitian 

  Data penelitian menggunakan data populasi penduduk dan Laporan 

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari 

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2022. Penulis 

menggunakan data sekunder yang didapatkan dari laman resmi Kementrian 

Keuangan dan Badan Pusat Statistik. Data sekunder menurut Sugiyono 

(2013) ialah sumber data yang didapatkan secara tidak langsung oleh 

pengumpul data, seperti melalui orang lain ataupun melalui dokumen.  

3.3 Sampel dan Populasi 

3.3.1 Populasi 

Sugiyono (2013) berpendapat bahwa populasi adalah 

kelompok generasi yang terdiri dari item atau subjek dengan jumlah 

dan kualitas tertentu yang dipilih peneliti untuk diselidiki guna 

menarik kesimpulan hasil. Populasi dalam penelitian ini berasal dari 

tiap Kabupaten/Kota yang mana terdapat 26 Kabupaten dan 6 Kota, 

sehingga membentuk Provinsi Jawa Tengah. Berikut populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.3. 1 Daftar Populasi Penelitian 

No Nama Kabupten/Kota 

1.  Kabupaten Banjarnegara 

2.  Kabupaten Banyumas 

3.  Kabupaten Batang 

4.  Kabupaten Blora 

5.  Kabupaten Boyolali 

6.  Kabupaten Brebes 

7.  Kabupaten Cilacap 

8.  Kabupaten Demak 

9.  Kabupaten Grobogan 

10.  Kabupaten Jepara 

11.  Kabupaten Karanganyar 

12.  Kabupaten Kebumen 

13.  Kabupaten Kendal 

14.  Kabupaten Klaten 

15.  Kabupaten Kudus 

16.  Kabupaten Magelang 

17.  Kabupaten Pati 

18.  Kabupaten Pekalongan 

19.  Kabupaten Pemalang 

20.  Kabupaten Purbalingga 

21.  Kabupaten Purworejo 

22.  Kabupaten Rembang 

23.  Kabupaten Semarang 

24.  Kabupaten Sragen 

25.  Kabupaten Sukoharjo 

26.  Kabupaten Tegal 

27.  Kabupaten Temanggung 

28.  Kabupaten Wonogiri 

29.  Kabupaten Wonosobo 
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30.  Kota Magelang 

31.  Kota Pekalongan 

32.  Kota Salatiga 

33.  Kota Semarang 

34.  Kota Surakarta 

35.  Kota Tegal  

 

3.3.2 Sampel 

  Sugiyono (2013) mendefinisikan sampel sebagai individu 

yang termasuk dalam karakteristik populasi. Penulis mengambil 

sampel dengan menggunakan teknik non probability sampling, 

artinya sampel diambil dengan anggota populasi yang tidak memiliki 

kesempatan yang sama untuk diambil sebagai sampel. Metode yang 

digunakan peneliti adalah metode purposive sampling, artinya sampel 

diambil dengan berdasarkan pertimbangan serta kriteria yang sudah 

ditentukan. Adapaun kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini, sebagai berikut: 

Tabel 3.3. 2 Kriteria Sampel Penelitian 

No Kriteria Pengambilan Sampel Jumlah 

1. 
Kabupaten/Kota yang terdapat dalam Provinsi Jawa 

Tengah pada Tahun 2018-2022 
35 

2. 

Kabupaten/Kota mempublikasikan laporan realisasi 

anggaran APBD tahunan dalam laman resmi 

Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan tahun 

2018-2022 

35 

3. 

Realisasi anggaran belanja daerah masing-masing 

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-

2022 diatas 2 Triliun 

24 

4. 

Realisasi anggaran pajak daerah masing-masing 

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-

2022 diatas 50 Miliar  

32 
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5.  

Jumlah penduduk masing-masing Kabupaten/Kota 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 diatas 1 

Juta jiwa 

14 

Jumlah sampel dengan tahun pengamatan selama periode 

penelitian 
14 

Berdasarkan dengan kriteria-kriteria tersebut maka sampel 

yang didapat berjumlah 14 sampel Kabupaten/Kota dikalikan dengan 

5 tahun observasi 2018-2022 yakni menjadi 70 objek penelitian. 

Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Tengah yang dijadikan sampel 

dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.3. 3 Daftar Sampel Penelitian 

No Nama Kabupaten/Kota 

1.  Kabupaten Banyumas 

2.  Kabupaten Brebes 

3.  Kabupaten Cilacap 

4.  Kabupaten Demak 

5.  Kabupaten Grobogan 

6.  Kabupaten Jepara 

7.  Kabupaten Kebumen 

8.  Kabupaten Klaten 

9.  Kabupaten Magelang 

10.  Kabupaten Pati 

11.  Kabupaten Pemalang 

12.  Kabupaten Semarang 

13.  Kabupaten Tegal 

14.  Kota Semarang 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

  Pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam suatu 

penelitian sebab data diperlukan guna mengetahui dan mendapatkan 

gambaran permasalah dari objek yang diteliti, seperti yang dikemukakan 

oleh Sugiyono (2013) bahwa sebab mengumpulkan data merupakan tujuan 

utama pada tiap penelitian, fase pengumpulan data adalah yang paling 
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strategis. Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam 

penelitian ini adalah dokumentasi yang dipublikasi oleh laman resmi 

pemerintah djpk.kemenkeu.go.id dan jateng.bps.go.id dengan menggunakan 

data laporan realisasi APBD tahun 2018-2022 pada masing-masing daerah.  

3.5 Variabel Penelitian 

  Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel bebas atau 

yang biasa disebut variabel independen, dan variabel terikat atau variabel 

dependen. 

3.5.1 Variabel Independen 

  Wiyono (2011) mendefinisikan variabel independen yang 

juga dikenal sebagai variabel bebas adalah variabel yang memiliki 

kemampuan guna mempengaruhi variabel lain atau menghasilkan 

variabel dependen atau terikat. Variabel independen dalam 

penelitian adalah Pajak Daerah (X1), Retribusi Daerah (X2), dan 

Jumlah Penduduk (X3). 

a. Pajak Daerah (X1) 

  Pajak merupakan suatu bentuk pungutan yang 

dikenakan pemerintah baik daerah maupun pusat terhadap 

warganya, badan usaha, ataupun pihak lain yang menjadi wajib 

pajak dengan melakukan pembayaran dengan nilai ekonomi 

tertentu kepada negara. Resmi (2009) juga mendefinisikan pajak 

sebagai sumbangan yang dilakukan oleh masyarakat ke 

rekening negara yang didirikan di bawah Undang-Undang, yang 

tidak dapat dikembalikan, dan dapat ditunjukkan segera serta 

digunakan untuk membayar biaya umum. Selain itu pajak 

daerah didefinisikan Azhari (1995) sebagai pajak yang 

dikenakan oleh pemerintah daerah pada masyarakat yang 

tinggal dan menetap dalam wilayah yuridiksinya, tanpa 

mendapatkan manfaat secara langsung dari pemerintah daerah 

yang bertindak sebagai entitas yang mengumpulkan pajak 

daerah dari yang dibayarkan oleh masyarakat. 
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  Pajak provinsi dan pajak Kabupaten/Kota adalah dua 

kategori di mana pajak daerah dibagi sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. Pajak bahan bakar untuk kendaraan bermotor, 

pajak air permukaan, cukai tembakau, pajakan nama kendaraan 

motor, dan pajak kendaraan motor membentuk pajak Provinsi. 

Di sisi lain, pajak Kabupaten/Kota terdiri dari: biaya parkir, 

biaya air tanah, pajak pada mineral non-metal dan batu, hiburan, 

hotel, restoran, dan pajak bangunan kota; di samping itu, tarif 

kastil pada tanah dan bangunan dimasukkan. 

b. Retribusi Daerah (X2) 

  Retribusi daerah menurut Anggoro (2017) adalah 

denda yang dikenakan pada masyarakat yang menggunakan 

layanan tertentu yang secara langsung disediakan oleh 

pemerintah setempat. Peraturan daerah juga harus mencakup 

pengumpulan retribusi daerah seperti contoh yang sangat 

sederhana yaitu retribusi pasar, terminal, kompensasi parkir, dan 

lain sebagainya. Soeparmoko (1987) mendefinisikan retribusi 

daerah sebagai kontribusi masyarakat kepada pemerintah yang 

memberikan pengembalian atas balas jasa secara langsung. 

Retribusi daerah dalam pandangan Yani (2008) mengacu pada 

pembayaran yang dilakukan atas jasa ataupun izin tertentu yang 

telah dikeluarkan oleh pemerintah stempat untuk tujuan pribadi 

ataupun bisnis. Selain itu Mahmudi (2010) juga berpendapat 

retribusi daerah sebagai pungutan yang dikenakan pemerintah 

setempat sebagai pemanfaatan jasa tertentu yang disediakan 

pemerintah.  

  Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengklasifikasikan retibusi 

daerah menjadi 3 jenis, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa 

usaha, dan retribusi perizinan tertentu. 
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c. Jumlah Penduduk (X3) 

Penduduk menurut Azizah (2018) merupakan suatu 

kelompok ataupun masyarakat yang mendiami suatu wilayah 

dalam kurun waktu tertentu. Penduduk memainkan peranan 

penting dalam dinamika masyarakat serta ekonomi suatu 

wilayah. Gatinigsih & Sutrisno (2017) mendefinisikan jumlah 

penduduk sebagai banyaknya orang yang terdapat dalam suatu 

daerah. Sementara menurut Said (2012) penduduk merupakan 

jumlah total individu sebagai akibat dari migrasi, mortalitas, 

fertilitas, dan menetap di suatu tempat tertentu pada periode 

tertentu. 

3.5.2 Variabel Dependen 

  Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel 

yang dipengaruhi oleh variabel independen atau variabel bebas 

menurut Wiyono (2011). Variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah Belanja Daerah (Y). 

a. Belanja Daerah (Y) 

Belanja daerah menurut Kainde (2013), pembelian regional 

mewakili seluruh kewajiban pemerintah setempat, yang diakui 

sebagai penurunan dari kekayaan bersih sepanjang tahun anggaran. 

Belanja daerah sudah seharunya lebih mengutamakan kepentingan 

masyarakat, sebab tujuan dari belanja daerah sendiri guna mencapai 

pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat di tingkat lokal ataupun daerah. Maka dari itu, perlu kita 

ketahui sektor-sektor yang mampu mendukung dan menyokong 

anggaran belanja daerah guna kepentingan pembangunan daerah 

serta kesejahteraan masyarakat.  

3.6 Teknik Analisis Data 

  Alat analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi 

linear berganda. Analisis dari beberapa variabel independen dengan satu 

variabel tergantung dikenal sebagai regresi linear ganda. Ghozali (2006) 

mengemukakan bahwa tujuan analisis regresi ganda tidak hanya untuk 
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mengukur hubungan antara variabel independen dan dependen, tetapi juga 

untuk menggambarkan sifat korelasi tersebut. Metode yang digunakan 

dalam pengolahan data ini adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi 

klasik, model regresi, serta uji hipotesis. 

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Sudaryana (2022) mendefinisikan statistik deskriptif 

merupakan jenis analisis yang dapat menyajikan berbagai macam 

indikator mengenai karakteristik data. Indikator tersebut dapat 

dalam bentuk ukuran tendensi sentral seperti standar deviasi, nilai 

minimum, nilai maksimum, serta perhitungan rata-rata pada variabel 

yang ada. Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif 

guna mengetahui nilai-nilai dari setiap variabel. 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

Pengujian yang akan dilakukan dalam penelitian ini 

selanjutnya adalah uji asumsi klasik pada data. Uji asumsi klasik 

yang digunakan dalam penelitian ini terdapat uji normalitas dengan 

test Kolmorgorov-Smirnov, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, 

dan uji heteroskedastisitas, sebagai berikut:  

3.6.2.1  Uji Normalitas 

Uji normalitas dalam penelitian ini menentukan 

apakah persamaan regresi yang akan digunakan lolos 

normalitas menggunakan metode one sample Kolmogorov-

Smirnov test, yang menghasilkan angka yang lebih 

menyeluruh dan mendetail. Seperti yang dikemukakan oleh 

Ghozali (2006) bahwa persamaan regresi dianggap lolos 

normalitas ketika nilai signifikansi uji Kolmogorov-

Smirnov lebih besar dari 0.05. 

3.6.2.2  Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dalam penelitian ini dilakukan 

dengan membandingkan variance inflation factor (VIF) dan 

nilai tolerance. Apabila nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10, 

maka tidak terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2006). 
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3.6.2.3  Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dalam penelitian ini digunakan untuk 

menentukan apakah kesalahan interfensi dalam periode t 

dan interferens dalam periode sebelunya, atau periode t-1, 

berkorelasi dalam model regresi. Gujarati & Porter (2013) 

berpendapat bahwa guna mendeteksi terdapat atau tidaknya 

autokorelasi dapat menggunakan Uji Durbin-Watson (DW 

test) sebab autokorelasi sering terjadi pada data time series 

yang dikarenakan kondisi yang dialami sekarang 

dipengaruhi waktu yang lalu. Durbin & Watson (1950) 

mengemukakan bahwa apabila nilai Durbin Watson < 1 

atau > 3, maka akan terjadi gejala autokorelasi. Sehingga 

agar tidak terjadi gejala autokorelasi Durbin Watson harus 

berada di antara 1 dan 3. 

3.6.2.4  Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan 

guna menguji apakah terdapat persamaan varians dan nilai 

sisa, apabila terdapat kesamaan maka yang terjadi adalah 

homoskedastisitas. Seperti yang dikemukakan oleh Gani & 

Amalia (2018) bahwa regresi yang baik adalah regresi yang 

berada pada kondisi homoskedastisitas bukan 

heteroskedastisitas. Gio & Rosmmaini (2016) menjelaskan 

guna mendeteksi terjadinya gejala heteroskedastisitas dapat 

dilakukan pendekatan analisis grafik dari residual, apabila 

sebaran titik-titik dalam grafik analisis residual menyebar 

acak disekitar 0, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

3.6.3 Model Regresi 

Analisis regresi linear berganda adalah metode yang 

digunakan dalam penelitian ini guna memeriksa pengaruh pajak 

daerah, retribusi daerah, dan jumlah penduduk pada belanja daerah. 

Program IMB SPSS Statistic 25 digunakan untuk memproses data. 

Model analisis regresi variabel independen terhadap variabel 
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dependen menurut Sekaran (1992) digunakan untuk melakukan uji 

hipotesis. Rinaldi et al (2020) mengemukakan bahwa apabila p-

value kurang dari 0,05 maka artinya terdapat pengaruh yang 

signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen. 

Berikut persamaan regresi dari penelitian ini: 

𝑌 = 𝛼 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 + 𝑒 

dimana: 

Y  = Belanja daerah (Rupiah) 

X1  = Pajak daerah (Rupiah) 

X2   = Retribusi daerah (Rupiah) 

X3   = Jumlah penduduk (Orang) 

𝛽1𝛽2𝛽3  = koefisien regresi untuk masing-masing variabel X 

𝛼  = konstanta 

𝑒  = error term 

3.6.4 Uji Hipotesis 

Goodness of Fit dapat digunakan untuk mengukur seberapa 

baik fungsi regresi sampel memperkirakan nilai sebenarnya. Nilai 

koefisien penentuan, nilai statistik f, dan nilai statistik t dapat 

digunakan untuk memperkirakan secara statistik. Seperti yang 

dikatakan Ghozali (2006) perhitungan statistik disebut signifikan 

apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis, begitu pula 

sebaliknya. 

3.6.4.1  Koefisien Determinasi 

Dalam penelitian ini, kemampuan model untuk 

menggambarkan variasi pada variabel independen diukur 

menggunakan koefisien determinasi (R2). Penilaian ini 

dilakukan dalam upaya untuk menjelaskan mengapa model 

regresi berkinerja baik dalam hal prediksi variabel 

dependen. Semakin tinggi nilai dari koefisien determinasi 

maka akan semakin baik pula kemampuan dari variabel 

independen dalam menjelaskan variabel dependen 

(Ghozali, 2006). 
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3.6.4.2  Uji F 

Menurut Ghozali (2006), uji signifikansi simultan 

(Test F) digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan 

apakah setiap variabel independen yang dimasukkan dalam 

model regresi memiliki dampak penting pada variabel 

dependen secara kolektif, atau secara simultan. Uji F dapat 

diketahui dengan cara membandingkan nilai F hitung 

dengan nilai F tabel. Apabila nilai dari F hitung > F tabel, 

maka variabel independen secara simultan (bersama-sama) 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 

3.6.4.3  Uji t 

Penelitian ini menggunakan uji regresi parsial (uji t) 

untuk memeriksa pengaruh setiap variabel independen pada 

variabel dependen. Nilai t hitung dan nilai t tabel dapat 

dibandingkan untuk menentukan uji t. Ketika tingkat 

signifikansi (p-value) ditetapkan pada 0,05 dan nilai t 

hitung > tabel t (Ghozali, 2006). 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Provinsi Jawa Tengah merupakan bagian dari salah satu Provinsi 

yang ada di Jawa, letaknya berada di antara Provinsi Jawa Barat dan Jawa 

Timur. Provinsi Jawa Tengah pada sebelah sebelah Timur berbatasan 

dengan Provinsi Jawa Timur, Utara berbatasan dengan Laut Jawa, pada 

sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat, dan sebelah selatan 

berbatasan dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara 

administratif, Provinsi Jawa Tengah terdapat 29 Kabupaten dan 6 Kota yang 

mana Ibukota dari Provinsi Jawa Tengah yaitu Kota Semarang.  

Penelitian ini menggunakan objek Kabupaten/Kota pada Provinsi 

Jawa Tengah. Data setiap Kabupaten/Kota diperoleh dari laporan realisasi 

APBD masing-masing secara lengkap dari tahun 2018 hingga tahun 2022. 

Sampel berdasarkan dengan kriteria yang sudah ditetapkan sejumlah 14 

Kabupaten/Kota x 5 tahun, sehingga total dari sampel yang didapatkan 

sejumlah 70 sampel yang diantaranya sebagai berikut: 

Tabel 4. 1 Daftar Sampel Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 

No Nama Kabupaten/Kota 

1.  Kabupaten Banyumas 

2.  Kabupaten Brebes 

3.  Kabupaten Cilacap 

4.  Kabupaten Demak 

5.  Kabupaten Grobogan 

6.  Kabupaten Jepara 

7.  Kabupaten Kebumen 

8.  Kabupaten Klaten 

9.  Kabupaten Magelang 

10.  Kabupaten Pati 

11.  Kabupaten Pemalang 

12.  Kabupaten Semarang 
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13.  Kabupaten Tegal 

14.  Kota Semarang 

 

4.2 Pengujian dan Hasil Analisis 

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif 

  Untuk memperjelas status data tersebut, statistik deskriptif 

digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan data penelitian. 

Faktor-faktor yang termasuk dalam penelitian ini adalah nilai 

minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean) dan nilai standar 

deviasi. Berikut tabel yang menyajikan variabel-variabel yang terlibat 

dalam penelitian ini dalam bentuk statistik deskriptif. 

Tabel 4. 2 Hasil Analisis Deskriptif Statistik 

 

  Jumlah data yang digunakan oleh peneliti dalam studi ini 

ditampilkan dalam tabel di atas terdapat 70 sampel yang diteliti 

berasal dari tahun 2018-2022. Hal ini dapat dijelaskan bahwa:  

a. Variabel pajak daerah, dapat dilihat bahwa nilai data yang 

paling rendah sebesar Rp 76.110.000.000 yang berasal dari 

Kabupaten Pemalang pada tahun 2018, sementara nilai data 

paling tinggi sebesar Rp 1.960.310.000.000 yang berasal dari 

Kota Semarang pada tahun 2022. Selama tahun 2018-2022, 

pajak daerah Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Tengah rata-

rata mencapai Rp 242.942.140.000, dengan standar deviasi Rp 

371.361.786.000.  

b. Variabel retribusi daerah, dapat dilihat bahwa nilai data yang 

paling rendah sebesar Rp 11.500.000.000 yang berasal dari 
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Kabupaten Grobogan pada tahun 2021, sementara nilai data 

paling tinggi sebesar Rp 113.680.000.000 yang berasal dari 

Kota Semarang pada tahun 2019. Selama tahun 2018-2022, 

retribusi daerah Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Tengah 

memiliki nilai rata-rata sebesar Rp 29.441.000.000 dengan 

standar deviasi Rp 21.684.764.000. 

c. Variabel jumlah penduduk, dapat dilihat bahwa nilai data yang 

paling rendah sebanyak 1.000.000 penduduk yang berasal dari 

Kabupaten Semarang pada tahun 2018, sementara nilai data 

paling tinggi sebanyak 2.000.000 penduduk yang berasal dari 

Kabupaten Brebes pada tahun 2022. Selama tahun 2018-2022, 

jumlah penduduk Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Tengah 

memiliki nilai rata-rata sebanyak 1.342.900 penduduk dengan 

standar deviasi 478.090. 

d. Variabel belanja daerah, dapat dilihat bahwa nilai data yang 

paling rendah sebesar Rp 1.568.590.000.000 yang berasal dari 

Kabupaten Magelang pada tahun 2019, sementara data paling 

tinggi sebesar Rp 4.899.790.000.000 yang berasal dari Kota 

Semarang pada tahun 2022. Selama tahun 2018-2022, belanja 

daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah memiliki rata-

rata sebesar Rp 2.812.433.143.000 dengan standar deviasi Rp 

624.339.124.100. 

4.2.2 Uji Asumsi Klasik 

4.2.2.1 Uji Normalitas 

Dalam penelitian ini, uji normalitas digunakan untuk 

menentukan apakah distribusi variabel independen dan 

dependen dalam model regresi berdistribusi normal atau 

tidak normal. One Sample Kolmogorov-Smirnov yang biasa 

digunakan oleh para peneliti. 

 

 

 



 
 

50 
 

Gambar 4. 1 Grafik Histogram 

 

Sumber: Output SPSS 25 (data diolah, 2023) 

Gambar 4. 2 Normal Probability Plot 

 

Sumber: Output SPSS 25 (data diolah, 2023) 

Hal ini jelas dari grafik histogram bahwa pola ini 

secara teratur terdistribusikan. Plot data menunjukkan bahwa 

titik-titik yang tersebar di sepanjang garis diagonal dalam 

probabilitas normal, menunjukkan bahwa data tersebut 

didistribusikan secara normal dan bahwa uji normalitas 

dapat diterima. Berikut adalah hasil pemrosesan data dengan 

menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov: 
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Tabel 4. 3 Uji Kolmogorov-Smirnov 

 

Tabel tersebut menunjukkan bahwa hasil dari uji 

normalitas terdistribusi secara normal, sebab tingkat 

signifikansi > 0,05. Dengan demikian, dapat dikatakan 

bahwa model regresi linear ganda dari penelitian ini 

memuaskan asumsi normalitas residual. 

4.2.2.2 Uji Multikolinearitas 

  Dalam penelitian ini, uji multikolineariats digunakan 

untuk menentukan apakah model regresi terdapat korelasi 

antar variabel atau tidak. Berikut adalah pemrosesan data dari 

pengujian multikolinearitas, sebagai berikut: 
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Tabel 4. 4 Hasil Uji Multikolinearitas 

 

  Model regresi dapat dikatakan tidak terjadi 

multikolinearitas jika nilai tolerance lebih dari atau sama 

dengan 0,10 sementara Variance Inflation Factor (VIF) 

kurang dari atau sama dengan 10. Berdasarkan hal tersebut, 

tabel di atas menunjukkan besarnya tolerace Pajak Daerah 

0,139 ≥ 0,10, Retribusi Daerah 0,147 ≥ 0,10, dan Jumlah 

Penduduk 0,810 ≥ 0,10. Selain itu, besarnya VIF Pajak 

Daerah 7,188 ≤ 10, Retribusi Daerah 6,781 ≤ 10, Jumlah 

Penduduk 1,235 ≤ 10, sehingga dapat dikatakan variabel 

independen tidak terjadi gejala multikolinearitas. 

4.2.2.3 Uji Autokorelasi 

Dalam menentukan apakah ada korelasi antara residu 

dalam pengamatan satu dengan yang lain dalam model 

regresi, uji autokorelasi digunakan dalam penelitian ini. 

Sebuah pola regresi yang sangat baik dalam kasus ini adalah 

tidak memiliki tanda-tanda korelasi otomatis. Peneliti 

menggunakan Durbin-Watson dalam uji ini. 
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Tabel 4. 5 Hasil Uji Autokorelasi 

 

Berdasarkan hasil uji autokorelasi di atas yang 

mendapatkan hasil Durbin Watson sebesar 1,280, sehingga 

didapatkan hasil 1 > 1,280 < 3. Hal ini dapat disimpulkan 

bahwa penelitian ini tidak memiliki gejala autokorelasi 

berdasarkan kriteria tes Durbin-Watson, sebab nilai 1,280 

berada diantara 1 dan 3. 

4.2.2.4 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini 

dilakukan guna mengetahui indikasi ketidaksamaan varians 

dari antar pengamat. Tidak adanya tanda-tanda 

heteroskedastisitas dalam penelitian maka regresi linear 

semakin baik. Berikut hasil dari uji heteroskedastisitas 

dengan grafik scatter plot. 

Gambar 4. 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Sumber: Output SPSS 25 (data diolah, 2023) 
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  Penelti menyimpulkan bahwa tidak ada gejala 

heteroskedastisitas dalam penelitian ini berdasarkan hasil uji 

heteroskedastisitas menggunakan grafik scatter plot, 

didapatkan hasil bahwa data menyebar dan tidak memiliki 

pola tertentu sebab data tersebar di atas dan di bawah 0 pada 

sumbu Y. 

4.2.3 Model Regresi Linear Berganda 

  Dalam menentukan apakah ada peningkatan atau penurunan 

variabel dependen belanja daerah, serta apakah hubungan itu positif 

atau negatif, uji regresi linear berganda digunakan dalam penelitian 

ini untuk memeriksa pengaruh variabel independen pajak daerah, 

retribusi daerah, dan jumlah penduduk. Hasil dari persamaan yang 

diolah adalah sebagai berikut: 

Gambar 4. 4 Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

 

  Persamaan model regresi antara variabel pajak daerah, 

variabel retribusi daerah, dan jumlah daerah terhadap variabel belanja 

daerah diperoleh berdasarkan hasil uji regresi linear berganda yang 

disimpulkan, sebagai berikut: 

𝑌 = 1848699,339 + 1,151𝑋1 − 1.181𝑋2 + 535419,086𝑋3 + 𝑒 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil dari persamaan regresi 

di atas, sebagai berikut: 
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a. Nilai konstanta senilai 1.848.699,339 artinya jika variabel 

pajak daerah (X1), retribusi daerah (X2), dan jumlah 

penduduk (X3) bernilai 0, maka belanja daerah tetap sebesar 

1.848.699,339. Namun untuk apa memprediksi belanja daerah 

jika penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah tidak 

ada, sebab tidak ada dana untuk menjalankan kegiatan guna 

memajukan daerah.  

b. Mengingat bahwa semua parameter lainnya tetap konstan, 

kenaikan 1% dalam pajak daerah akan mengakibatkan 

peningkatan yang sesuai dalam belanja daerah sebesar 1,151, 

sesuai dengan nilai koefisien regresi variabel pajak daerah 

yang menunjukkan nilai positif.  

c. Mengingat bahwa semua parameter lainnya tetap konstan, 

kenaikan 1% dalam rertibusi daerah akan mengakibatkan 

penurunan belanja daerah sebesar 1,181, sesuai dengan nilai 

koefisien regresi variabel retribusi daerah yang menunjukkan 

nilai negatif. 

d. Mengingat bahwa semua parameter lainnya tetap konstan, 

kenaikan 1% dalam jumlah penduduk akan mengakibatkan 

peningkatan jumlah penduduk sebesar 535.419,086, sesuai 

dengan nilai koefisien regresi variabel jumlah penduduk yang 

menunjukkan nilai positif.  

4.2.4 Uji Hipotesis 

4.2.3.1 Koefisien Determinasi (R2) 

Dalam penelitian ini, koefisien determinasi 

digunakan untuk mengukur sejauh mana jumlah penduduk, 

retribusi daerah, dan pajak daerah mempengaruhi belanja 

daerah. Hasil dari koefisien determinasi, sebagai berikut: 
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Gambar 4. 5 Hasil Uji Koefisiensi Determinasi 

  0,807 adalah nilai adjusted R square berdasarkan 

hasil koefisien determinasi di atas. Hal ini menunjukkan 

bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dan jumlah penduduk 

mempengaruhi 80,7% dari faktor pengeluaran belanja 

daerah, dengan variabel lain yang tidak termasuk dalam 

analisis ini yang mendapatkan sebesar 19,3% bagian.  

4.2.3.2 Uji F 

Dalam penelitian ini, pengaruh bersama-sama 

(simultan) variabel pajak daerah, retribusi daerah, dan jumlah 

penduduk pada belanja daerah ditentukan dengan 

menggunakan uji F yang juga dikenal sebagai uji signifikansi 

simultan. Ini adalah hasil tes F, yang adalah sebagai berikut: 

Gambar 4. 6 Hasil Uji F 

 

  Oleh karena tingkat signifikansi yang didapat adalah 

0,000 < 0,05, itu disimpulkan dari hasil uji F di atas bahwa 

variabel independen secara simultan (secara bersamaan) 

mempengaruhi variabel dependen. Dengan demikian, dapat 
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disimpulkan bahwa pengeluaran belanja daerah secara 

bersamaan dipengaruhi oleh faktor-faktor pajak daerah, 

retribusi daerah, dan jumlah penduduk. 

4.2.3.3 Uji t 

Dalam penelitian ini, uji t digunakan untuk 

menentukan pengaruh variabel pajak daerah, retribusi 

daerah, dan jumlah penduduk secara parsial pada variabel 

belanja daerah. Uji dilakukan dengan perbandingan, 

hipotesis disetujui jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 

atau nilai t hitung lebih besar t tabel. Hasil uji t adalah 

sebagai berikut:  

Gambar 4. 7 Hasil Uji t 

 

Berdasarkan dengan hasil uji t tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa: 

a. Nilai variabel pajak daerah, t hitung 4.823, lebih besar 

dari t tabel 1.66691 (4.823 > 1.66691) Akibatnya, 

belanja daerah (Y) dipengaruhi positif oleh variabel 

pajak daerah (X1). Mengingat bahwa nilai signifikansi 

variabel pajak daerah kurang dari 0,05, dapat dikatakan 

bahwa faktor pajak daerah sangat mempengaruhi 

belanja daerah. Oleh sebab itu, H1 diterima. 

b. Nilai variabel retribusi daerah, t hitung -0,298. Ini 

menunjukkan bahwa t hitung kurang dari t tabel 
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1,166691 (-0,298 <1,166691) Akibatnya, belanja 

daerah (Y) dipengaruhi negatif oleh variabel retribusi 

daerah (X2). Meskipun variabel retribusi daerah 

memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05, dapat 

dikatakan bahwa variabel retribusi daerah tidak 

memiliki pengaruh terhadap belanja daerah. Oleh 

karena itu, H2 ditolak. 

c. Nilai variabel jumlah penduduk, t hitung 6.972 yang 

lebih besar dari t tabel 1.16691 (6.972 > 1.16691). 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel 

jumlah penduduk (X3) mempengaruhi belanja daerah 

(Y). Bisa disimpulkan bahwa variabel jumlah penduduk 

memiliki dampak yang cukup besar pada belanja daerah 

ketika nilai signifikan dari jumlah pajak daerah variabel 

kurang dari 0.05. maka dari itu, H3 diteirma. 

4.3 Hasil Pembahasan 

4.3.1 Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Daerah 

Persamaan regresi dari uji berganda yang menggunakan uji t 

untuk menentukan apakah variabel independen mempengaruhi 

variabel dependen, dapat digunakan untuk menilai pengaruh pajak 

daerah terhadap belanja daerah secara parsial. Dapat menentukan 

apakah terdapat atau tidak hasil analisis pengaruh pajak daerah 

terhadap belanja daerah, serta sudah sesuaikah dengan rumusan 

masalah penelitian dengan menggunakan data yang diproses oleh 

aplikasi IBM SPSS Statistics 25. Selain itu, dapat dilihat bahwa 

tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan bagaimana pajak 

daerah mempengaruhi belanja daerah. 

Variabel pajak daerah (X1) memiliki nilai koefisien regresi 

positif 1,151 berdasarkan hasil analisis regresi. Uji t menghasilkan 

nilai t hitung 4,823 > t tabel 1,166691, dan memiliki nilai 

signifikansi < 0,05. Oleh karena itu, hipotesis yang menunjukkan 

bahwa pajak daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan 
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terhadap belanja daerah diterima atau H1 diterima, atau dapat 

disimpulkan bahwa pajak daerah memiliki dampak positif dan 

signifikan pada belanja daerah. Ini berarti bahwa Kabupaten/Kota 

Provinsi Jawa Tengah akan berkembang proporsional dengan 

penerimaan daerah dari sektor pajak daerah.  

Hasil yang didapatkan mendukung teori Peacock dan 

Wiseman yang menganggap bahwa pengeluaran pemerintah daerah 

setempat berbanding lurus dengan penerimaan pemerintah daerah. 

Dalam hal ini peningkatan penerimaan daerah pada sektor pajak 

daerah berpengaruh terhadap peningkatan anggaran pengeluaran 

belanja daerah. 

Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Febriani (2021), Rubiyanto & Rahayu (2019), Eko Joko Supriyanro 

& Alliyah (2022), Martadani & Hertati (2019), Laksono & Subowo 

(2014), Budi et al (2021), Simanjuntak & Ginting (2019), Rambe & 

Febriani (2021) yang mengemukakan sektor pajak daerah 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. 

4.3.2 Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah 

Persamaan regresi dari uji berganda yang menggunakan uji t 

untuk menentukan apakah variabel independen mempengaruhi 

variabel dependen, dapat digunakan untuk menilai pengaruh 

retribusi daerah terhadap belanja daerah secara parsial. Dapat 

menentukan apakah terdapat atau tidak hasil analisis pengaruh 

retribusi daerah terhadap belanja daerah, serta sudah sesuaikah 

dengan rumusan masalah penelitian dengan menggunakan data yang 

diproses oleh aplikasi IBM SPSS Statistics 25. Selain itu, dapat 

dilihat bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan 

bagaimana retribusi daerah mempengaruhi belanja daerah. 

Retribusi daerah (X2) memiliki nilai koefisien regresi negatif 

1,181 berdasarkan analisis variabel regresi, dan hasil uji t, yang 

menghasilkan nilai t hitung -0,298 < t tabel 1,166691, memiliki nilai 

signifikansi > 0,05. Hipotesis kedua, yang mengklaim bahwa 
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retribusi daerah memiliki dampak positif dan signifikan pada belanja 

daerah, dengan demikian ditolak atau H2 ditolak, mengarah pada 

kesimpulan bahwa retribusi daerah memiliki pengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap belanja daerah. Dengan kata lain, tinggi 

rendahnya penerimaan retribusi daerah tidak dapat dijadikan acuan 

tinggi rendahnya anggaran belanja daerah atau dalam kata lain jika 

retribusi daerah naik maka tidak ada jaminan bahwa belanja daerah 

juga akan naik, dan begitu juga sebaliknya.  

Data menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi atau 

hubungan antara belanja daerah dan anggran belanja daerah, yang 

bertentangan dengan gagasan teori Peacock dan Wiseman bahwa 

pengeluaran pemerintah daerah saling berkaitan atau berbanding 

lurus dengan penerimaan pemerintah daerah. Singkatnya anggaran 

belanja daerah tidak dipengaruhi oleh penerimaan retribusi daerah, 

terdapat sektor lain yang lebih mempengaruhi peningkatan anggaran 

belanja daerah.  

Hasil ini sesuai dengan penelitian Eko Joko Supriyanto & 

Alliyah (2022) dan Juwari et al (2016) yang menemukan bahwa 

retribusi daerah memiliki pengaruh yang tidak signifikan dan negatif 

terhadap belanja daerah. 

4.3.3 Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah 

Persamaan regresi dari uji berganda yang menggunakan uji t 

untuk menentukan apakah variabel independen mempengaruhi 

variabel dependen, dapat digunakan untuk menilai pengaruh jumlah 

penduduk terhadap belanja daerah secara parsial. Dapat menentukan 

apakah terdapat atau tidak hasil analisis pengaruh jumlah penduduk 

terhadap belanja daerah, serta sudah sesuaikah dengan rumusan 

masalah penelitian dengan menggunakan data yang diproses oleh 

aplikasi IBM SPSS Statistics 25. Selain itu, dapat dilihat bahwa 

tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan bagaimana jumlah 

penduduk mempengaruhi belanja daerah. 
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Selain memiliki nilai signifikansi < 0,05, variabel jumlah 

penduduk (X3) memiliki nilai koefisien regresi positif 535 419,086 

berdasarkan analisis regresi. Uji t menghasilkan nilai t hitung 6.972 

> tabel t 1.166691. Akibatnya, dapat dikatakan bahwa jumlah 

penduduk memiliki dampak signifikan dan positif pada pengeluaran 

lokal. Singkatnya, hipotesis ketiga yang mengemukakan bahwa 

jumlah penduduk memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap belanja daerah, dengan demikian diterima atau H3 

diterima.  Artinya jumlah penduduk berpengaruh secara signifikan 

terhadap pengeluaran belanja daerah yang dijelaskan bahwa 

semakin tingginya jumlah penduduk maka pengeluaran belanja 

daerah akan semakin meningkat, dapat dilihat pada bayi yang baru 

lahir bahkan sudah mendapatkan anggaran untuk kesehatannya 

seperti rutin melakukan posyandu guna mengetahui 

perkembangannya agar tidak terjadi stunting ataupun kurang gizi. 

Saat bayi atau batita tersebut diketahui terdapat perkembangan yang 

tidak normal seperti stunting maka pemerintah daerah terdapat 

anggaran pemberian makanan sehat serta pendukung 

perkembangan bayi tiap harinya.  

Hasil penelitian ini mengkonfirmasi pendapat yang 

dikemukakan oleh Peacock dan Wiseman, bahwa pengeluaran 

pemerintah daerah dipengaruhi oleh penerimaan pemerintah 

daerah. Dalam hal ini, peningkatan jumlah penduduk memiliki 

dampak pada anggaran pengeluaran belanja daerah pemerintah 

daerah karena pemerintah daerah mendasarkan pengalokasian 

anggaran pada jumlah penduduk di daerah tersebut.  

Hasil tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan 

Sanusi & Yusuf (2018), Setiyawan et al (2019), Rambe & Febriani 

(2021), Handayani et al (2022) yang menemukan hubungan positif 

dan signifikan antara jumlah penduduk dengan anggaran belanja 

daerah. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan 

  Kesimpulan yang dapat diambil oleh peneliti mengenai “Pengaruh 

Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja 

Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022” 

berdasarkan pada analisis data sekunder, sebagai berikut: 

1. Analisis menunjukkan bahwa pajak daerah secara signifikan dan 

positif mempengaruhi belanja daerah. Nilai t hitung sebesar 4,823, 

yang artinya lebih dari t tabel 1,66691 (4,823 > 1,66691) dan nilai 

signifikansi yang didapatkan kurang dari 0,05, atau 0,000. Maka dari 

itu, hipotesis pertama atau H1 diterima. Sehingga sangat masuk akal 

bahwa penerimaan pajak daerah yang besar akan menghasilkan 

pengeluaran belanja daerah yang besar juga. 

2. Analisis menunjukkan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh 

terhadap belanja daerah sebab hasil yang didapatkan adalah negatif 

dan tidak signifikan. Nilai t hitung sebesar -0,298, yang artinya lebih 

kecil dati t tabel 1,166691 (-0,298 < 1,166691), nilai signifikansi 

yang didapatkan lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,767. Maka dari 

itu, hipotesis kedua atau H2 ditolak. Hal tersebut dapat diartikan 

bahwa tinggi rendahnya penerimaan retribusi daerah tidak menjamin 

akan berpengaruh terhadap anggaran pengeluaran belanja daerah.  

3. Analisis menunjukkan bahwa jumlah penduduk secara signifikan 

dan positif mempengaruhi belanja daerah. Nilai t hitung sebesar 

6,972 yang artinya lebih besar dari 1,166691 (6,972 > 1,166691), 

serta nilai signifikansi yang didapatkan lebih kecil dari 0,05 yaitu 

sebesar 0,000. Maka dari itu, hipotesis ketiga atau H3 diterima. 

Sehingga sangat masuk akal apabila jumlah penduduk suatu daerah 

meningkat akan menghasilkan anggaran pengeluaran belanja 

daerahnya yang juga meningkat.  
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5.2 Keterbatasan Penelitian 

  Peneliti mengakui bahwa masih banyak kekurangan dari penelitian 

ini dan masih jauh dari kata sempurna. Berikut keterbatasan penelitian 

dalam penelitina ini: 

1. Periode waktu yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 

hanya dilakukan selama 5 tahun yakni pada tahun 2018-2022. 

2. Masih terlalu sedikit sampel dalam penelitian ini yang memeneuhi 

kriteria yang penulis berikan sehingga hanya mendapatkan sejumlah 

70 sampel (14 Kabupaten/Kota selama 5 tahun) saja dari 175 

populasi (35 Kabupaten/Kota selama 5 tahun). 

5.3 Saran 

  Hasil penelitian yang telah didokumentasikan bersama dengan 

keterbatasan yang ditemukan agar dapat bermanfaat sebagai sumber 

motivasi dan masukan yang baik untuk pemerintah daerah dan 

pengembangan penelitian di masa depan. Saran berikut dapat penulis 

berikan kepada pemerintah daerah dan peneliti selanjutnya: 

1. Bagi Pemerintah Daerah 

Pemerintah daerah sebaiknya dapat lebih giat dalam menggali 

potensi daerahnya pada pengoptimalan pendapatan asli daerahnya 

melalui pajak daerah serta retribusi daerah, yang paling utama dari 

sektor retribusi daerah. Hal tersebut dapat mendorong kemandirian 

daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah yang akan berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam hal ini diharapkan 

pemerintah mampu meningkatkan sektor penerimaan daerah agar 

anggaran pengeluaran daerah juga ikut meningkat guna lebih 

mensejahterakan masyarakat secara merata. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian selanjutnya dapat menambah periode waktu penelitian 

serta sampel penelitian, sehingga hasil dari penelitian lebih dapat 

digeneralisir. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian 

selanjutnya lebih diperluas lagi dan lebih bervariasi agar dapat 
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diketahui variabel lain yang lebih mempengaruhi anggaran belanja 

daerah.  
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 Daftar Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2018-2022 

No Nama Kabupaten/Kota Tahun Pajak Daerah 

1. Kab. Banjarnegara 

2018 Rp                   57.740.000.000 

2019 Rp                   60.730.000.000 

2020 Rp                   55.450.000.000 

2021 Rp                   58.930.000.000 

2022 Rp                   74.790.000.000 

2. Kab. Banyumas 

2018 Rp                 211.550.000.000 

2019 Rp                 229.380.000.000 

2020 Rp                 208.620.000.000 

2021 Rp                 222.530.000.000 

2022 Rp                 267.240.000.000 

3. Kab. Batang 

2018 Rp                   74.200.000.000 

2019 Rp                   82.570.000.000 

2020 Rp                   80.130.000.000 

2021 Rp                 108.440.000.000 

2022 Rp                 129.080.000.000 

4. Kab. Blora 

2018 Rp                   53.820.000.000 

2019 Rp                   61.320.000.000 

2020 Rp                   56.120.000.000 

2021 Rp                   55.010.000.000 

2022 Rp                   63.900.000.000 

5. Kab. Boyolali 

2018 Rp                 134.430.000.000 

2019 Rp                 149.670.000.000 

2020 Rp                 140.730.000.000 

2021 Rp                 151.270.000.000 

2022 Rp                 174.630.000.000 

6. Kab. Brebes 
2018 Rp                   95.720.000.000 

2019 Rp                 112.680.000.000 
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2020 Rp                 108.610.000.000 

2021 Rp                 124.430.000.000 

2022 Rp                 150.330.000.000 

7. Kab. Cilacap 

2018 Rp                 185.940.000.000 

2019 Rp                 209.480.000.000 

2020 Rp                 203.190.000.000 

2021 Rp                 221.380.000.000 

2022 Rp                 280.280.000.000 

8. Kab. Demak 

2018 Rp                 138.650.000.000 

2019 Rp                 156.470.000.000 

2020 Rp                 152.910.000.000 

2021 Rp                 165.780.000.000 

2022 Rp                 187.740.000.000 

9. Kab. Grobogan 

2018 Rp                   77.020.000.000 

2019 Rp                   95.730.000.000 

2020 Rp                   96.140.000.000 

2021 Rp                 101.760.000.000 

2022 Rp                 140.150.000.000 

10. Kab. Jepara 

2018 Rp                 104.950.000.000 

2019 Rp                 127.430.000.000 

2020 Rp                 136.850.000.000 

2021 Rp                 170.340.000.000 

2022 Rp                 178.480.000.000 

11. Kab. Karanganyar 

2018 Rp                 167.180.000.000 

2019 Rp                 185.330.000.000 

2020 Rp                 176.870.000.000 

2021 Rp                 195.000.000.000 

2022 Rp                 225.010.000.000 

12. Kab. Kebumen 

2018 Rp                   96.780.000.000 

2019 Rp                 110.610.000.000 

2020 Rp                 100.880.000.000 
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2021 Rp                 112.470.000.000 

2022 Rp                 129.840.000.000 

13. Kab. Kendal 

2018 Rp                 119.980.000.000 

2019 Rp                 127.830.000.000 

2020 Rp                 134.450.000.000 

2021 Rp                 163.520.000.000 

2022 Rp                 229.040.000.000 

14. Kab. Klaten 

2018 Rp                 115.770.000.000 

2019 Rp                 125.440.000.000 

2020 Rp                 116.130.000.000 

2021 Rp                 126.670.000.000 

2022 Rp                 146.180.000.000 

15. Kab. Kudus 

2018 Rp                 114.160.000.000 

2019 Rp                 125.760.000.000 

2020 Rp                 126.240.000.000 

2021 Rp                 148.640.000.000 

2022 Rp                 167.670.000.000 

16. Kab. Magelang 

2018 Rp                 124.440.000.000 

2019 Rp                 156.890.000.000 

2020 Rp                 115.530.000.000 

2021 Rp                 120.090.000.000 

2022 Rp                 169.680.000.000 

17. Kab. Pati 

2018 Rp                   82.550.000.000 

2019 Rp                   93.020.000.000 

2020 Rp                   97.880.000.000 

2021 Rp                 108.640.000.000 

2022 Rp                 142.240.000.000 

18. Kab. Pekalongan 

2018 Rp                   65.420.000.000 

2019 Rp                   78.220.000.000 

2020 Rp                   74.250.000.000 

2021 Rp                   83.270.000.000 
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2022 Rp                 114.220.000.000 

19. Kab. Pemalang 

2018 Rp                   76.110.000.000 

2019 Rp                   87.620.000.000 

2020 Rp                   80.570.000.000 

2021 Rp                   88.730.000.000 

2022 Rp                   99.600.000.000 

20. Kab. Purbalingga 

2018 Rp                   57.570.000.000 

2019 Rp                   62.230.000.000 

2020 Rp                   58.830.000.000 

2021 Rp                   61.710.000.000 

2022 Rp                   73.250.000.000 

21. Kab. Purworejo 

2018 Rp                   68.820.000.000 

2019 Rp                   77.650.000.000 

2020 Rp                   74.190.000.000 

2021 Rp                   84.230.000.000 

2022 Rp                 100.650.000.000 

22. Kab. Rembang 

2018 Rp                 100.440.000.000 

2019 Rp                 100.700.000.000 

2020 Rp                   87.540.000.000 

2021 Rp                 109.960.000.000 

2022 Rp                 110.270.000.000 

23. Kab. Semarang 

2018 Rp                 152.260.000.000 

2019 Rp                 174.540.000.000 

2020 Rp                 184.430.000.000 

2021 Rp                 189.490.000.000 

2022 Rp                 222.460.000.000 

24. Kab. Sragen 

2018 Rp                   85.860.000.000 

2019 Rp                   99.970.000.000 

2020 Rp                 111.440.000.000 

2021 Rp                 107.150.000.000 

2022 Rp                 118.340.000.000 
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25. Kab. Sukoharjo 

2018 Rp                 235.890.000.000 

2019 Rp                 262.420.000.000 

2020 Rp                 235.190.000.000 

2021 Rp                 234.430.000.000 

2022 Rp                 286.450.000.000 

26. Kab. Tegal 

2018 Rp                 107.040.000.000 

2019 Rp                 122.810.000.000 

2020 Rp                 125.240.000.000 

2021 Rp                 143.620.000.000 

2022 Rp                 173.240.000.000 

27. Kab. Temanggung 

2018 Rp                   40.400.000.000 

2019 Rp                   53.420.000.000 

2020 Rp                   47.890.000.000 

2021 Rp                   52.830.000.000 

2022 Rp                   74.190.000.000 

28. Kab. Wonogiri 

2018 Rp                   54.710.000.000 

2019 Rp                   60.300.000.000 

2020 Rp                   56.730.000.000 

2021 Rp                   60.800.000.000 

2022 Rp                   70.070.000.000 

29. Kab. Wonosobo 

2018 Rp                   41.560.000.000 

2019 Rp                   44.750.000.000 

2020 Rp                   43.410.000.000 

2021 Rp                   52.810.000.000 

2022 Rp                   59.950.000.000 

30. Kota Magelang 

2018 Rp                   34.280.000.000 

2019 Rp                   40.430.000.000 

2020 Rp                   35.960.000.000 

2021 Rp                   38.090.000.000 

2022 Rp                   50.530.000.000 

31. Kota Pekalongan 2018 Rp                   70.560.000.000 



 
 

76 
 

2019 Rp                   87.580.000.000 

2020 Rp                   76.260.000.000 

2021 Rp                   87.380.000.000 

2022 Rp                 101.300.000.000 

32. Kota Salatiga 

2018 Rp                   55.520.000.000 

2019 Rp                   66.370.000.000 

2020 Rp                   54.370.000.000 

2021 Rp                   65.040.000.000 

2022 Rp                   75.650.000.000 

33. Kota Semarang 

2018 Rp              1.331.820.000.000 

2019 Rp              1.561.700.000.000 

2020 Rp              1.425.700.000.000 

2021 Rp              1.445.170.000.000 

2022 Rp              1.960.310.000.000 

34. Kota Surakarta 

2018 Rp                 339.920.000.000 

2019 Rp                 360.050.000.000 

2020 Rp                 279.270.000.000 

2021 Rp                 315.920.000.000 

2022 Rp                 408.530.000.000 

35. Kota Tegal 

2018 Rp                   83.850.000.000 

2019 Rp                   89.360.000.000 

2020 Rp                   82.960.000.000 

2021 Rp                   97.550.000.000 

2022 Rp                 109.870.000.000 

 

Lampiran 2 Penerimaan Retribusi Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2018-2022 

No Nama Kabupaten/Kota Tahun Retribusi Daerah 

1. Kab. Banjarnegara 

2018  Rp               30.580.000.000  

2019  Rp               21.460.000.000  

2020  Rp               16.590.000.000  
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2021  Rp               23.290.000.000  

2022  Rp               29.890.000.000  

2. Kab. Banyumas 

2018  Rp               32.450.000.000  

2019  Rp               32.640.000.000  

2020  Rp               23.710.000.000  

2021  Rp               23.690.000.000  

2022  Rp               26.130.000.000  

3. Kab. Batang 

2018  Rp               18.430.000.000  

2019  Rp               16.740.000.000  

2020  Rp               15.280.000.000  

2021  Rp               16.160.000.000  

2022  Rp               22.350.000.000  

4. Kab. Blora 

2018  Rp                 8.640.000.000  

2019  Rp                 9.270.000.000  

2020  Rp                 9.160.000.000  

2021  Rp               10.490.000.000  

2022  Rp               11.510.000.000  

5. Kab. Boyolali 

2018  Rp               16.090.000.000  

2019  Rp               21.090.000.000  

2020  Rp               17.100.000.000  

2021  Rp               22.650.000.000  

2022  Rp               15.870.000.000  

6. Kab. Brebes 

2018  Rp               13.660.000.000  

2019  Rp               13.220.000.000  

2020  Rp               15.470.000.000  

2021  Rp               16.110.000.000  

2022  Rp               20.180.000.000  

7. Kab. Cilacap 

2018  Rp               43.490.000.000  

2019  Rp               44.740.000.000  

2020  Rp               18.970.000.000  

2021  Rp               18.620.000.000  
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2022  Rp               19.810.000.000  

8. Kab. Demak 

2018  Rp               24.910.000.000  

2019  Rp               42.540.000.000  

2020  Rp               27.260.000.000  

2021  Rp               24.230.000.000  

2022  Rp               27.530.000.000  

9. Kab. Grobogan 

2018  Rp               12.770.000.000  

2019  Rp               15.510.000.000  

2020  Rp               14.060.000.000  

2021  Rp               11.500.000.000  

2022  Rp               11.780.000.000  

10. Kab. Jepara 

2018  Rp               21.350.000.000  

2019  Rp               21.490.000.000  

2020  Rp               18.060.000.000  

2021  Rp               22.110.000.000  

2022  Rp               20.810.000.000  

11. Kab. Karanganyar 

2018  Rp               20.520.000.000  

2019  Rp               10.950.000.000  

2020  Rp               13.880.000.000  

2021  Rp               11.090.000.000  

2022  Rp                 8.660.000.000  

12. Kab. Kebumen 

2018  Rp               37.340.000.000  

2019  Rp               27.140.000.000  

2020  Rp               22.070.000.000  

2021  Rp               23.650.000.000  

2022  Rp               28.380.000.000  

13. Kab. Kendal 

2018  Rp               32.880.000.000  

2019  Rp               23.920.000.000  

2020  Rp               20.000.000.000  

2021  Rp               21.730.000.000  

2022  Rp               23.540.000.000  
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14. Kab. Klaten 

2018  Rp               13.030.000.000  

2019  Rp               17.300.000.000  

2020  Rp               14.760.000.000  

2021  Rp               14.410.000.000  

2022  Rp               17.150.000.000  

15. Kab. Kudus 

2018  Rp               18.370.000.000  

2019  Rp               20.060.000.000  

2020  Rp               18.490.000.000  

2021  Rp               25.980.000.000  

2022  Rp               24.610.000.000  

16. Kab. Magelang 

2018  Rp               18.190.000.000  

2019  Rp               22.930.000.000  

2020  Rp               27.050.000.000  

2021  Rp               21.160.000.000  

2022  Rp               18.960.000.000  

17. Kab. Pati 

2018  Rp               19.680.000.000  

2019  Rp               22.750.000.000  

2020  Rp               22.500.000.000  

2021  Rp               27.190.000.000  

2022  Rp               23.630.000.000  

18. Kab. Pekalongan 

2018  Rp               10.170.000.000  

2019  Rp               12.810.000.000  

2020  Rp               12.730.000.000  

2021  Rp               11.270.000.000  

2022  Rp               24.520.000.000  

19. Kab. Pemalang 

2018  Rp               29.880.000.000  

2019  Rp               39.650.000.000  

2020  Rp               31.400.000.000  

2021  Rp               28.570.000.000  

2022  Rp               32.330.000.000  

20. Kab. Purbalingga 2018  Rp               44.240.000.000  
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2019  Rp               14.270.000.000  

2020  Rp               11.070.000.000  

2021  Rp               12.310.000.000  

2022  Rp               14.740.000.000  

21. Kab. Purworejo 

2018  Rp               12.870.000.000  

2019  Rp               14.850.000.000  

2020  Rp               12.220.000.000  

2021  Rp               16.740.000.000  

2022  Rp               18.590.000.000  

22. Kab. Rembang 

2018  Rp               21.440.000.000  

2019  Rp               19.030.000.000  

2020  Rp               16.370.000.000  

2021  Rp               16.920.000.000  

2022  Rp               19.440.000.000  

23. Kab. Semarang 

2018  Rp               31.930.000.000  

2019  Rp               34.460.000.000  

2020  Rp               30.450.000.000  

2021  Rp               27.700.000.000  

2022  Rp               38.300.000.000  

24. Kab. Sragen 

2018  Rp               13.280.000.000  

2019  Rp               14.000.000.000  

2020  Rp               13.080.000.000  

2021  Rp               13.580.000.000  

2022  Rp               19.010.000.000  

25. Kab. Sukoharjo 

2018  Rp               23.050.000.000  

2019  Rp               19.060.000.000  

2020  Rp               16.770.000.000  

2021  Rp               18.360.000.000  

2022  Rp               19.620.000.000  

26. Kab. Tegal 
2018  Rp               17.830.000.000  

2019  Rp               25.210.000.000  
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2020  Rp               19.290.000.000  

2021  Rp               20.910.000.000  

2022  Rp               27.250.000.000  

27. Kab. Temanggung 

2018  Rp               12.700.000.000  

2019  Rp               16.190.000.000  

2020  Rp                 8.440.000.000  

2021  Rp                 9.400.000.000  

2022  Rp                 9.640.000.000  

28. Kab. Wonogiri 

2018  Rp               23.670.000.000  

2019  Rp               24.240.000.000  

2020  Rp               18.640.000.000  

2021  Rp               15.620.000.000  

2022  Rp               15.070.000.000  

29. Kab. Wonosobo 

2018  Rp                 9.710.000.000  

2019  Rp               11.320.000.000  

2020  Rp                 6.790.000.000  

2021  Rp               11.500.000.000  

2022  Rp               94.500.000.000  

30. Kota Magelang 

2018  Rp                 5.640.000.000  

2019  Rp                 6.940.000.000  

2020  Rp                 5.320.000.000  

2021  Rp                 6.260.000.000  

2022  Rp                 7.600.000.000  

31. Kota Pekalongan 

2018  Rp               15.990.000.000  

2019  Rp               16.670.000.000  

2020  Rp               14.870.000.000  

2021  Rp               14.750.000.000  

2022  Rp               19.090.000.000  

32. Kota Salatiga 

2018  Rp               10.660.000.000  

2019  Rp               11.030.000.000  

2020  Rp                 9.300.000.000  
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2021  Rp               14.980.000.000  

2022  Rp               11.340.000.000  

33. Kota Semarang 

2018  Rp            107.790.000.000  

2019  Rp            113.680.000.000  

2020  Rp               88.680.000.000  

2021  Rp               96.450.000.000  

2022  Rp            101.040.000.000  

34. Kota Surakarta 

2018  Rp               57.020.000.000  

2019  Rp               55.290.000.000  

2020  Rp               46.510.000.000  

2021  Rp               51.530.000.000  

2022  Rp               60.960.000.000  

35. Kota Tegal 

2018  Rp               17.400.000.000  

2019  Rp               19.090.000.000  

2020  Rp               17.720.000.000  

2021  Rp               22.240.000.000  

2022  Rp               26.590.000.000  

 

Lampiran 3 Jumlah Penduduk pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2018-2022 

No Nama Kabupaten/Kota Tahun Jumlah Penduduk 

1. Kab. Banjarnegara 

2018 918.219 

2019 923.192 

2020 1.017.767 

2021 1.026.866 

2022 1.038.718 

2. Kab. Banyumas 

2018 1.679.124 

2019 1.693.006 

2020 1.776.918 

2021 1.789.630 

2022 1.806.013 
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3. Kab. Batang 

2018 762.377 

2019 772.018 

2020 801.718 

2021 807.005 

2022 813.791 

4. Kab. Blora 

2018 862.110 

2019 865.013 

2020 884.333 

2021 886.147 

2022 888.224 

5. Kab. Boyolali 

2018 979.799 

2019 984.807 

2020 1.062.713 

2021 1.070.247 

2022 1.079.952 

6. Kab. Brebes 

2018 1.802.829 

2019 1.809.096 

2020 1.978.759 

2021 1.992.685 

2022 2.010.617 

7. Kab. Cilacap 

2018 1.719.504 

2019 1.724.098 

2020 1.944.857 

2021 1.963.824 

2022 1.988.622 

8. Kab. Demak 

2018 1.151.796 

2019 1.162.805 

2020 1.203.956 

2021 1.212.377 

2022 1.223.217 

9. Kab. Grobogan 2018 1.371.610 
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2019 1.377.788 

2020 1.453.526 

2021 1.460.873 

2022 1.470.150 

10. Kab. Jepara 

2018 1.240.600 

2019 1.257.912 

2020 1.184.947 

2021 1.188.510 

2022 1.192.811 

11. Kab. Karanganyar 

2018 879.078 

2019 886.519 

2020 931.963 

2021 938.808 

2022 947.642 

12. Kab. Kebumen 

2018 1.195.092 

2019 1.197.982 

2020 1.350.438 

2021 1.361.913 

2022 1.376.825 

13. Kab. Kendal 

2018 964.106 

2019 971.086 

2020 1.018.505 

2021 1.025.020 

2022 1.033.367 

14. Kab. Klaten 

2018 1.171.411 

2019 1.174.986 

2020 1.260.506 

2021 1.267.272 

2022 1.275.850 

15. Kab. Kudus 
2018 861.430 

2019 871.311 
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2020 849.184 

2021 852.443 

2022 856.472 

16. Kab. Magelang 

2018 1.279.625 

2019 1.290.591 

2020 1.299.859 

2021 1.305.512 

2022 1.312.573 

17. Kab. Pati 

2018 1.253.299 

2019 1.259.590 

2020 1.324.188 

2021 1.330.983 

2022 1.339.572 

18. Kab. Pekalongan 

2018 891.892 

2019 897.711 

2020 968.821 

2021 976.504 

2022 986.455 

19. Kab. Pemalang 

2018 1.299.724 

2019 1.302.813 

2020 1.471.489 

2021 1.484.209 

2022 1.500.754 

20. Kab. Purbalingga 

2018 925.193 

2019 933.989 

2020 998.561 

2021 1.007.794 

2022 1.019.840 

21. Kab. Purworejo 

2018 716.477 

2019 718.316 

2020 769.880 
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2021 773.588 

2022 778.257 

22. Kab. Rembang 

2018 633.584 

2019 638.188 

2020 645.333 

2021 647.766 

2022 650.770 

23. Kab. Semarang 

2018 1.040.629 

2019 1.053.786 

2020 1.053.094 

2021 1.059.844 

2022 1.068.492 

24. Kab. Sragen 

2018 887.889 

2019 890.518 

2020 976.951 

2021 983.641 

2022 992.243 

25. Kab. Sukoharjo 

2018 885.205 

2019 891.912 

2020 907.587 

2021 911.603 

2022 916.627 

26. Kab. Tegal 

2018 1.437225 

2019 1.440.698 

2020 1.596.996 

2021 1.608.611 

2022 1.623.595 

27. Kab. Temanggung 

2018 765.594 

2019 772.018 

2020 790.174 

2021 794.403 
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2022 799.764 

28. Kab. Wonogiri 

2018 957.106 

2019 959.492 

2020 1.043.177 

2021 1.049.292 

2022 1.057.087 

29. Kab. Wonosobo 

2018 787.384 

2019 790.504 

2020 879.124 

2021 886.613 

2022 869.346 

30. Kota Magelang 

2018 121.872 

2019 122.111 

2020 121.526 

2021 121.610 

2022 121.675 

31. Kota Pekalongan 

2018 304.477 

2019 307.097 

2020 307.150 

2021 308.310 

2022 309.742 

32. Kota Salatiga 

2018 191.571 

2019 194.084 

2020 192.322 

2021 193.525 

2022 195.065 

33. Kota Semarang 

2018 1.786.114 

2019 1.814.110 

2020 1.653.524 

2021 1.656.564 

2022 1.659.975 
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34. Kota Surakarta 

2018 517.887 

2019 519.587 

2020 522.364 

2021 522.728 

2022 523.008 

35. Kota Tegal 

2018 249.003 

2019 249.905 

2020 273.825 

2021 275.781 

2022 278.299 

 

Lampiran 4 Pengeluaran Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2018-2022 

No Nama Kabupaten/Kota Tahun Retribusi Daerah 

1. Kab. Banjarnegara 

2018  Rp                2.119.100.000.000  

2019  Rp                2.123.030.000.000  

2020  Rp                2.030.530.000.000  

2021  Rp                1.041.020.000.000  

2022  Rp                2.039.210.000.000  

2. Kab. Banyumas 

2018  Rp                3.319.060.000.000  

2019  Rp                3.457.550.000.000  

2020  Rp                3.249.140.000.000  

2021  Rp                3.430.880.000.000  

2022  Rp                3.596.320.000.000  

3. Kab. Batang 

2018  Rp                1.687.220.000.000  

2019  Rp                1.755.070.000.000  

2020  Rp                1.662.510.000.000  

2021  Rp                1.780.430.000.000  

2022  Rp                1.801.910.000.000  

4. Kab. Blora 
2018  Rp                2.116.480.000.000  

2019  Rp                2.201.540.000.000  
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2020  Rp                2.109.120.000.000  

2021  Rp                2.113.770.000.000  

2022  Rp                2.380.180.000.000  

5. Kab. Boyolali 

2018  Rp                2.203.110.000.000  

2019  Rp                2.381.600.000.000  

2020  Rp                2.339.810.000.000  

2021  Rp                2.268.510.000.000  

2022  Rp                2.471.830.000.000  

6. Kab. Brebes 

2018  Rp                2.825.360.000.000  

2019  Rp                3.132.250.000.000  

2020  Rp                2.955.050.000.000  

2021  Rp                3.126.230.000.000  

2022  Rp                3.068.320.000.000  

7. Kab. Cilacap 

2018  Rp                2.985.420.000.000  

2019  Rp                3.283.320.000.000  

2020  Rp                3.088.830.000.000  

2021  Rp                3.329.810.000.000  

2022  Rp                3.402.040.000.000  

8. Kab. Demak 

2018  Rp                2.050.070.000.000  

2019  Rp                2.309.820.000.000  

2020  Rp                2.285.740.000.000  

2021  Rp                2.336.020.000.000  

2022  Rp                2.487.340.000.000  

9. Kab. Grobogan 

2018  Rp                2.345.540.000.000  

2019  Rp                2.551.230.000.000  

2020  Rp                2.511.270.000.000  

2021  Rp                2.428.630.000.000  

2022  Rp                2.687.130.000.000  

10. Kab. Jepara 

2018  Rp                2.300.570.000.000  

2019  Rp                2.337.610.000.000  

2020  Rp                2.268.050.000.000  
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2021  Rp                2.309.410.000.000  

2022  Rp                3.023.230.000.000  

11. Kab. Karanganyar 

2018  Rp                2.064.580.000.000  

2019  Rp                2.262.020.000.000  

2020  Rp                2.092.030.000.000  

2021  Rp                2.138.940.000.000  

2022  Rp                2.203.430.000.000  

12. Kab. Kebumen 

2018  Rp                2.652.050.000.000  

2019  Rp                2.809.550.000.000  

2020  Rp                2.737.860.000.000  

2021  Rp                2.779.840.000.000  

2022  Rp                2.824.360.000.000  

13. Kab. Kendal 

2018  Rp                2.148.450.000.000  

2019  Rp                2.331.680.000.000  

2020  Rp                2.041.110.000.000  

2021  Rp                2.069.960.000.000  

2022  Rp                2.501.070.000.000  

14. Kab. Klaten 

2018  Rp                2.611.010.000.000  

2019  Rp                2.682.360.000.000  

2020  Rp                2.545.160.000.000  

2021  Rp                2.493.410.000.000  

2022  Rp                2.527.520.000.000  

15. Kab. Kudus 

2018  Rp                1.957.700.000.000  

2019  Rp                2.016.660.000.000  

2020  Rp                1.914.630.000.000  

2021  Rp                1.879.120.000.000  

2022  Rp                2.231.500.000.000  

16. Kab. Magelang 

2018  Rp                2.486.540.000.000  

2019  Rp                1.568.590.000.000  

2020  Rp                2.304.380.000.000  

2021  Rp                2.413.160.000.000  
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2022  Rp                2.977.030.000.000  

17. Kab. Pati 

2018  Rp                2.781.230.000.000  

2019  Rp                2.870.260.000.000  

2020  Rp                2.739.720.000.000  

2021  Rp                2.623.730.000.000  

2022  Rp                2.717.690.000.000  

18. Kab. Pekalongan 

2018  Rp                2.160.740.000.000  

2019  Rp                2.183.530.000.000  

2020  Rp                2.053.020.000.000  

2021  Rp                2.075.040.000.000  

2022  Rp                2.150.660.000.000  

19. Kab. Pemalang 

2018  Rp                2.324.290.000.000  

2019  Rp                2.584.470.000.000  

2020  Rp                2.664.990.000.000  

2021  Rp                2.524.560.000.000  

2022  Rp                2.504.260.000.000  

20. Kab. Purbalingga 

2018  Rp                1.924.910.000.000  

2019  Rp                2.062.730.000.000  

2020  Rp                1.894.880.000.000  

2021  Rp                1.999.900.000.000  

2022  Rp                2.122.760.000.000  

21. Kab. Purworejo 

2018  Rp                2.125.880.000.000  

2019  Rp                2.186.290.000.000  

2020  Rp                2.126.670.000.000  

2021  Rp                2.135.480.000.000  

2022  Rp                2.347.130.000.000  

22. Kab. Rembang 

2018  Rp                1.814.660.000.000  

2019  Rp                1.863.500.000.000  

2020  Rp                1.830.780.000.000  

2021  Rp                1.836.440.000.000  

2022  Rp                1.991.790.000.000  
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23. Kab. Semarang 

2018  Rp                2.171.800.000.000  

2019  Rp                2.312.240.000.000  

2020  Rp                2.191.410.000.000  

2021  Rp                2.198.880.000.000  

2022  Rp                2.536.330.000.000  

24. Kab. Sragen 

2018  Rp                2.236.800.000.000  

2019  Rp                2.092.140.000.000  

2020  Rp                2.130.440.000.000  

2021  Rp                2.160.880.000.000  

2022  Rp                2.306.330.000.000  

25. Kab. Sukoharjo 

2018  Rp                2.050.160.000.000  

2019  Rp                2.114.150.000.000  

2020  Rp                2.073.080.000.000  

2021  Rp                2.089.460.000.000  

2022  Rp                2.042.030.000.000  

26. Kab. Tegal 

2018  Rp                2.575.620.000.000  

2019  Rp                2.717.430.000.000  

2020  Rp                2.505.540.000.000  

2021  Rp                2.776.660.000.000  

2022  Rp                2.722.060.000.000  

27. Kab. Temanggung 

2018  Rp                1.670.310.000.000  

2019  Rp                1.841.030.000.000  

2020  Rp                1.783.200.000.000  

2021  Rp                1.877.970.000.000  

2022  Rp                1.958.750.000.000  

28. Kab. Wonogiri 

2018  Rp                2.246.860.000.000  

2019  Rp                2.455.980.000.000  

2020  Rp                2.262.810.000.000  

2021  Rp                2.297.510.000.000  

2022  Rp                2.232.480.000.000  

29. Kab. Wonosobo 2018  Rp                1.856.170.000.000  
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2019  Rp                2.024.790.000.000  

2020  Rp                1.881.320.000.000  

2021  Rp                1.860.100.000.000  

2022  Rp                2.011.110.000.000  

30. Kota Magelang 

2018  Rp                    937.350.000.000  

2019  Rp                    995.160.000.000  

2020  Rp                    798.350.000.000  

2021  Rp                    935.050.000.000  

2022  Rp                1.030.870.000.000  

31. Kota Pekalongan 

2018  Rp                    883.180.000.000  

2019  Rp                    954.400.000.000  

2020  Rp                    944.840.000.000  

2021  Rp                    962.090.000.000  

2022  Rp                1.031.090.000.000  

32. Kota Salatiga 

2018  Rp                    923.540.000.000  

2019  Rp                    942.690.000.000  

2020  Rp                    944.950.000.000  

2021  Rp                    956.500.000.000  

2022  Rp                    931.120.000.000  

33. Kota Semarang 

2018  Rp                4.506.410.000.000  

2019  Rp                4.633.930.000.000  

2020  Rp                4.128.910.000.000  

2021  Rp                4.764.050.000.000  

2022  Rp                4.899.790.000.000  

34. Kota Surakarta 

2018  Rp                1.914.820.000.000  

2019  Rp                2.012.410.000.000  

2020  Rp                1.639.670.000.000  

2021  Rp                1.866.500.000.000  

2022  Rp                2.088.320.000.000  

35. Kota Tegal 
2018  Rp                    916.730.000.000  

2019  Rp                1.046.580.000.000  
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2020  Rp                1.048.610.000.000  

2021  Rp                1.089.710.000.000  

2022  Rp                1.127.740.000.000  

 

Lampiran 5 Daftar Populasi Penelitian 

No Nama Kabupten/Kota 

1.   Kabupaten Banjarnegara 

2.  Kabupaten Banyumas 

3.  Kabupaten Batang 

4.  Kabupaten Blora 

5.  Kabupaten Boyolali 

6.  Kabupaten Brebes 

7.  Kabupaten Cilacap 

8.  Kabupaten Demak 

9.  Kabupaten Grobogan 

10.  Kabupaten Jepara 

11.  Kabupaten Karanganyar 

12.  Kabupaten Kebumen 

13.  Kabupaten Kendal 

14.  Kabupaten Klaten 

15.  Kabupaten Kudus 

16.  Kabupaten Magelang 

17.  Kabupaten Pati 

18.  Kabupaten Pekalongan 

19.  Kabupaten Pemalang 

20.  Kabupaten Purbalingga 

21.  Kabupaten Purworejo 

22.  Kabupaten Rembang 

23.  Kabupaten Semarang 

24.  Kabupaten Sragen 

25.  Kabupaten Sukoharjo 
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26.  Kabupaten Tegal 

27.  Kabupaten Temanggung 

28.  Kabupaten Wonogiri 

29.  Kabupaten Wonosobo 

30.  Kota Magelang 

31.  Kota Pekalongan 

32.  Kota Salatiga 

33.  Kota Semarang 

34.  Kota Surakarta 

35.  Kota Tegal  

 

Lampiran 6 Kriteria Sampel Penelitian 

No Kriteria Pengambilan Sampel Jumlah 

1. 
Kabupaten/Kota yang terdapat dalam Provinsi Jawa 

Tengah pada Tahun 2018-2022 
35 

2. 

Kabupaten/Kota mempublikasikan laporan realisasi 

anggaran APBD tahunan dalam laman resmi Direktorat 

Jendral Perimbangan Keuangan tahun 2018-2022 

35 

3. 

Realisasi anggaran belanja daerah masing-masing 

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 

di atas 2 Triliun 

24 

4. 

Realisasi anggaran pajak daerah masing-masing 

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 

di atas 50 Miliar  

32 

5.  

Jumlah penduduk masing-masing Kabupaten/Kota 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 di atas 1 Juta 

jiwa 

14 

Jumlah sampel dengan tahun pengamatan selama periode 

penelitian 
14 
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Lampiran 7 Daftar Sampel Penelitian  

No Nama Kabupaten/Kota 

1.  Kabupaten Banyumas 

2.  Kabupaten Brebes 

3.  Kabupaten Cilacap 

4.  Kabupaten Demak 

5.  Kabupaten Grobogan 

6.  Kabupaten Jepara 

7.  Kabupaten Kebumen 

8.  Kabupaten Klaten 

9.  Kabupaten Magelang 

10.  Kabupaten Pati 

11.  Kabupaten Pemalang 

12.  Kabupaten Semarang 

13.  Kabupaten Tegal 

14.  Kota Semarang 

 

Lampiran 8 Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pajak Daerah 70 76110 1960310 242942.14 371361.786 

Retribusi Daerah 70 11500 113680 29441.00 21684.764 

Jumlah Penduduk 70 1 2 1.34 .478 

Belanja Daerah 70 1568590 4899790 2812433.14 624339.124 

Valid N (listwise) 70     

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

97 
 

Lampiran 9 Hasil Uji Normalitas Grafik Histogram 

 

 

Lampiran 10 Hasil Uji Normal Probability Plot 
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Lampiran 11 Hasil Uji Kolomogorov-Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized 

Residual 

N 70 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation 268422.7669379

9 

Most Extreme Differences Absolute .079 

Positive .052 

Negative -.079 

Test Statistic .079 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

 

Lampiran 12 Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficients 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta   Tolerance VIF 

1 (Constant) 1848699.339 123836.093  14.929 .000   

Pajak 

Daerah 

1.151 .239 .684 4.823 .000 .139 7.188 

Retribusi 

Daerah 

-1.181 3.968 -.041 -.298 .767 .147 6.781 

Jumlah 

Penduduk 

535419.086 76796.217 .410 6.972 .000 .810 1.235 

a. Dependent Variable: Belanja Daerah 
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Lampiran 13 Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .903a .815 .807 274455.49247 1.280 

a. Predictors: (Constant), Jumlah Penduduk, Retribusi Daerah, Pajak Daerah 

b. Dependent Variable: Belanja Daerah 

 

Lampiran 14 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

 

 

Lampiran 15 Hasil Uji Regresi Lineae Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta   Tolerance VIF 

1 (Constant) 1848699.339 123836.093  14.929 .000   

Pajak 

Daerah 

1.151 .239 .684 4.823 .000 .139 7.188 

Retribusi 

Daerah 

-1.181 3.968 -.041 -.298 .767 .147 6.781 

Jumlah 

Penduduk 

535419.086 76796.217 .410 6.972 .000 .810 1.235 

a. Dependent Variable: Belanja Daerah 
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Lampiran 16 Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .903a .815 .807 274455.49247 1.280 

a. Predictors: (Constant), Jumlah Penduduk, Retribusi Daerah, Pajak 

Daerah 

b. Dependent Variable: Belanja Daerah 

 

Lampiran 17 Hasil Uji F 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 21924650647773.906 3 7308216882591.302 97.021 .000b 

Residual 4971503944934.670 66 75325817347.495   

Total 26896154592708.580 69    

a. Dependent Variable: Belanja Daerah 

b. Predictors: (Constant), Jumlah Penduduk, Retribusi Daerah, Pajak Daerah 

 

Lampiran 18 Hasil Uji t 

Coefficients 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta   Tolerance VIF 

1 (Constant) 1848699.339 123836.093  14.929 .000   

Pajak 

Daerah 

1.151 .239 .684 4.823 .000 .139 7.188 

Retribusi 

Daerah 

-1.181 3.968 -.041 -.298 .767 .147 6.781 

Jumlah 

Penduduk 

535419.086 76796.217 .410 6.972 .000 .810 1.235 

a. Dependent Variable: Belanja Daerah 
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